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RINGKASAN

RIZCY ARISTA DITA, 0910113177, Hukum Perdata Mur ni, Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya Malang, Desember 2013, PERSEPSI HAKIM PA DAN

ADVOKAT TERHADAPJUDICIAL REVIEW PASAL 43 AYAT (1) UU NO.1
TAHUN 1974 TENTANG HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK DILUAR

PERKAWINAN DENGAN AYAH BIOLOGISNYA PASCA
BERLAKUNYAPUTUSANMK NO.46/PUU/VI11/2010 (Studi di Pengadilan
Agama dan Kantor Advokat kota Malang) Ulfa Azizah, SH.Mkn; Yenni Eta
Widyanti,SH.MH.

Pada Latar Belakang penulisan skripsi ini penulengangkat tentang putusan MK
No0.46/PUU/VIII/2010 terhadajudicial review pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974,
dimana dengan adanya putusan itu maka anak diavainkdapat memiliki hubungan
keperdataan selain dengan ibunya juga dengandkkiyng bisa dibuktikan secara
teknologi bahwa dia ayah biologisnya. Putusan MK rnrenimbulkan kerancuan
karena MK kurang jelas merincikan“hubungan kepexalait yang dimaksud putusan
ini.Bagi sebagian orang dan termasuk juga MUI sebgumembimbing umat Islam)
menganggap putusan ini dapat merusak akidah kemdslakarena hubungan
keperdataan yang dimaksud menimbulkan makna yamekaigpada anak sah,namun
diluar itu semua putusan MK ini telah berlaku dandampak pada tugas Hakim PA
dan Advokat, seorang hakim tidak dapat menolak kumemutus sebuah perkara
dengan alasan hukumnya kurang jelas dan menungegpasaaturan lain yang
mengatur, hakim harus mampu menyelesaikan perkarg yerkaitan dengan putusan
MK ini. Sedangkan pada advokat berdampak pula daleyasnya, advokat dianggap
seorang ahli hukum yang memberikan jasa atau banbtuwkum, serta mewakili
kliennya dalam perkara yang diajukan, karena tugasebagai pemberi jasa, maka
seorang advokat sebagai ahli hukum harus mampu artéam peraturan yang
berlaku, termasuk jugadicial review pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, karena
tidak menutup kemungkinan ada kliennya yang memkdioibantuan dalam perkara
berkaitan denganjudicial review tersebut, jadi seorang advokat harus mampu
mengartikan hubungan perdata pada putusan MK mykumembela kliennya yang
menjadi tanggung jawabnya. Dari latar belakang nteka penulis merumuskan
masalah tentang Bagaimana Persepsi Hakim PA darok&tivterhadapjudicial
reviewpasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang hudurigeperdataan anak
diluar perkawinan dengan ayah biologisnya pascalakerya putusan MK
No0.46/PUU/VIII/2010. Dan Apa yang menjadi dasar iHalPA dan Advokat dalam
mengemukan persepsinya menggnéicial reviewpasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun
1974 tentang hubungan keperdataan anak diluaawer&n dengan ayah biologisnya
pasca berlakunya putusan MK No.46/PUU/VI111/2010.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitigaridis empiris, metode pendekatan
yuridis sosiologis, dengan lokasi penelitian di Pengadilan AgamaKiamor Advokat
kota Malang, kemudian data yang diolah dianalissasaDeskriptif Kualitatif , hasil
penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi hakitratapjudicial review pasal 43
ayat (1) UU No.1 tahun 1974 yaitu hubungan hak klamajiban secara timbal balik
antara anak dengan orang tua untuk melakukan pgkadidan pemeliharaan seperti
nafkah, biaya pendidikan, kasih sayang dan pembgegaghidupan yang layak dan



Xiv

wajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya yakegn menunjang kehidupan
anak. Sedangkan persepsi advokat terhaathpal review pasal 43 ayat (1) UU No.1
tahun 1974 dapat diartikan sebagai hubungan hakkelanjiban secara timbal balik
antara anak dan orang tua untuk memberikan perasidpemeliharaan seperti nafkah,
perwalian, pengakuan status anak, perlindungan lign anak untuk mewaris
sebagaimana hak tersebut sama dengan hubungard&izaer yang didapat anak
diluar kawin dari ibunya. Hakim dalam mengungkapgarsepsinya didasarkan pada;
l)kepentingan dan hak asasi anak, 2)Akidah Hukutamls Advokat dalam
mengungkapkan persepsinya didasarkan pada; 1)Taogin Hukum Perdata,
2)Analogi Hukum, 3)Hukum Kebiasaan.

Saran dari penulis adalah agar tujuan dari putusih No.46/PUU/VIII2010
terwujud, hendaknya negara atau pemerintah mensuzt peraturan khusus yang
mengatur mengenai pelaksanaan putusan MK ini dadakeya perlu disosialisasikan
dan diberikan pemahaman mendalam terhadap masyaPaka pihak yang berkaitan
dengan perkara yang menyangkut putusan MK No0.46/FUI2010, baik hakim,
atau advokat. Harus melihat hubungan keperdataandianaksud dari berbagai aspek
hukum baik yang tertulis maupun yang hidup dalamsyaeskat.
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ABSTRAKSI

Skripsi ini membahas Persepsi hakim PA dan advodtadapjudicial
review pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 pasca bamakwputusan MK
No0.46/PUU/VIII/2010, putusan MK ini menyatakan ana&r kawin dapat memiliki
hubungan keperdataan selain dengan ibunya jugeademygh biologisnya. Putusan
MK ini menimbulkan kerancuan karena MK kurang mekan “hubungan
keperdataan”. Hal ini berdampak pada tugas Hakind&#AAdvokat, seorang hakim
tidak dapat menolak untuk memutus sebuah perkargatealasan hukumnya kurang
jelas, dan dampaknya pada tugas advokat yaitu atlvdianggap seorang ahli
hukum yang memberikan jasa mewakili kliennya daterperkara, karena dianggap
ahli hukum, maka seorang advokat harus mampu megkagarperaturan yang
berlaku, termasukudicial review pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, karena itu
masalah ini harus dianalisis sampai sejauh aparhalkin advokat paham dalam
menilai hubungan keperdaan anak diluar kawin derayam biologisnya, sehingga
diharapkan dari pemahamannya dapat meminimaliblpmatika yang timbul
karena putusan ini, serta memberikan informasagetmahaman mendalam kepada
masyarakat. Oleh sebab itu penelitian ini mengsaatiengenai Persepsi Hakim PA
dan Advokat terhadajudicial review pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang
hubungan keperdataan anak diluar perkawinan demyah biologisnya pasca
berlakunya putusan MK No.46/PUU/VIII/2010 dan aamy menjadi dasar Hakim
PA dan Advokat dalam mengemukan persepsinya tettsebu

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa persepskifma PA tehadap
hubungan keperdataan dalam putusan MK No0.46/PUU2@Q10, hanya sebatas
memberikan hak dan kewajiban secara timbal baltkrananak dengan orang tua
untuk melakukan pendidikan dan pemeliharaan sepefikah, biaya pendidikan,
kasih sayang dan pemberian penghidupan yang lagakwhjar sesuai dengan
kemampuan yang dimilikinya yang akan menunjang duglan anak. Sedangkan
persepsi advokat terhadap hubungan keperdataanmdaputusan MK
No0.46/PUU/VIII/2010 yaitu hak dan kewajiban sectanabal balik antara anak dan
orang tua untuk memberikan pendidikan, pemelihaseperti nafkah, perwalian,
pengakuan status anak, perlindungan dan hak artek orewaris sebagaimana hak
tersebut sama dengan hubungan keperdataan yamgatlidnak diluar kawin dari
ibunya. Hakim dalam mengungkapkan persepsinya aiklas pada; 1) Kepentingan
dan hak asasi anak, 2) Akidah Hukum Islam. Advo#alam mengungkapkan
persepsinya didasarkan pada; 1) Terminologi Hukendlda, 2) Analogi Hukum, 3)
Hukum Kebiasaan.

Saran dari penulis adalah agar tujuan dari putiv#aiNo.46/PUU/VIII/2010
terwujud, hendaknya negara atau pemerintah mensinadi peraturan khusus yang
mengatur mengenai pelaksanaan putusan MK ini da&n Hekim, atau advokat.
Harus melihat hubungan keperdataan yang dimaksudbdebagai aspek hukum
baik yang tertulis maupun yang hidup dalam masysrak

Kata Kunci: Persepsi Hakim PA dan Advokat terhadap Judicial Review pasal
43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Hubungan K eperdataan Anak di Luar
Perkawinan dengan Ayah Biologisnya pasca berlakunya Putusan MK
No.46/PUU/V111/2010.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusag y
menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untugmiventuk sebuah
keluarga yang harmonis yang dapat membentuk sudsaimagia menuju
terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suamsgstia anggota keluarga.
Islam dengan segala kesempurnaanya memandangwpekasebagai suatu
peristiwva penting dalam kehidupan manusia, karemkagvinan merupakan
Ikatan tali suci atau perjanjian suci antara lakirldan perempuan. Di
samping itu perkawinan adalah sarana yang terbaikkumewujudkan rasa
kasih sayang sesama manusia sehingga dapat m&besianoses keberadaan
manusia dalam kehidupan di dunia ini yang padarayhiakan melahirkan
keluarga sebagai unit kecil dari kehidupan dalarsyaeakat?!

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undalogl tahun
1974 tentang perkawinan (untuk penulisan selangutdgingkat Undang-
Undang Perkawinan). Pasal 1 dalam Undang-Undangka®aran
mendefinisikan “Perkawinan adalah ikatan lahirdbattara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuambeetuk keluarga atau
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkarh&®n Yang Maha
Esa”, dengan adanya Undang-Undang Perkawinan medkawinan, dapat

dilaksanakan apabila memenuhi syarat yang telamtdikan dalam Undang-

! Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal
12.



Undang Perkawinan. Berdasarkan pada pasal 2 ayalafi (2) Undang-
Undang Perkawinan menyatakan bahwa, perkawinanatadsdh apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanyakdparcayaannya itu
dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peratupanundang-undangan
yang berlaku.

Terkait dengan sahnya perkawinan sebagaimana yiabgr adlalam
pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinakanmempengaruhi
status anak yang dilahirkan, dalam hal ini berdasarUndang-Undang
Perkawinan anak yang dilahirkan dapat dibedakarjade golongan yakni
anak sah dan anak tidak sah. Golongan pertama asaétki yang sah menurut
Undang-Undang Perkawinan pasal 42 adalah anakdikigrkan dalam atau
sebagai akibat perkawinan yang sah. Golongan kedia anak yang tidak
sah biasa disebut juga anak diluar kawin, dalam Reidata mempunyai dua
pengertian yaitd:

1. Anak diluar kawin dalam arti luas yaitu anak yarghil diluar
perkawinan karena perzinahan dan anak sumbang.

2. Anak diluar kawin dalam arti sempit yaitu anak yaladir diluar
perkawinan yang sah. Termasuk anak dari perkavaiman

Sebelum tanggal 17 februari 2012, Undang-Undangaénan pasal
43 ayat (1) menentukan bahwa: “Anak yang dilahirdafuar kawin hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan gelubunya”, namun
sejak tanggal 17 Februari 2012 telah dibacakan Mlajelis Hakim Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No0:46/PUUHZD10 suatu

2, J.SatrioHukum K eluar ga Tentang K edudukan Anak dalam Undang-Undang, PT.Citra
Aditya Sakti, Bandung, 2005, hal 5.



ketentuan baru, mengenai pasal 43 ayat (1) Undanuguty Perkawinan
yakni menjadi:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibsesta

dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dikakti
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau

bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah,

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi itu bermula atas ujtemgjudicial
review)Undang-Undang Perkawinan terhadap UUD 1945 yarjgkdia oleh
Aisyah Mochtar alias Machica binti H.Mochtar Ibnmathi(pemohon 1)
bersama dengan anaknya Muhammad Igbal RamadhanMbgrdiono
(pemohon 2. Permohonan penguijian tersebut diajukan kepada &faak
Konstitusi. Dikarenakan dilahirkan dari suatu hulpam perkawinarsirri
yaitu perkawinan sah yang disembunykamaka berdasarkan Undang-
Undang Perkawinan pasal 2 ayat (2) pemohon 2 miesjatls anak diluar
kawin. Sebelum berlakunya putusan Mahkamah Komstinak luar kawin
termasuk juga anak hasil perkawinanri tidak mempunyai hubungan
keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, peanohon 2 tidak
berhak untuk mendapatkan pemeliharaan, pengasuntn pendidikan dari
ayahny& Padahal bila dikembalikan lagi kepada hukum peitam Islam,
kawin sirri adalah sah karena telah memenuhi syarat dan ruburoigh

sebab itu pemohon | dan pemohon 2 bersama-samaajukag uji materi

konstitusional khusus pada pasal 2 ayat (2) daal gi& ayat (1) Undang-

% Putusan Mahkamah Konstitusi Rl no.46/PUU/VIIRQhal 37.

* Ibid, hal 1.

®. D.Y.Witanto,Hukum K eluarga Hak dan K edudukan Anak Luar Kawin, Prestasi
Pustakaraya, Jakarta, 2012, hal 350.

¢ Op.Cit., hal 9



Undang Perkawinan terhadap UUD 1945 pasal 28B (@yapasal 28B ayat
(2) dan pasal 28D ayat ().

Uji materi ternyata dikabulkan sebagian oleh Mah&haronstitusP
Mahkamah Konstitusi menolak untuk mengabulkan pasayat (2) karena
tidak beralasan, tetapi mengabulkan pasal 43 ayat (1) didasarkas at
pertimbangan bahwa anak tidak berdosa atas kefaly@d’ Setiap bayi
memang dilahirkan dalam keadaan suci, dan tidakesgnya dirugikan
akibat ulah orang tuanya. Sehingga dengadicial review Mahkamah
Konstitusi menjadikan anak diluar perkawinan yangludya tidak
mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah damrdgeliayahnya,
menjadi dapat mempunyai hubungan dengan laki-kliagai ayahnya yang
dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan elamotogi dan/atau alat
bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan dar@masuk hubungan
perdata dengan keluarga ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat fifatlan mengikat
sehingga menjadi hukum positif sejak tanggal 17ruath 2012. Namun
setelah diberlakukannypdicial review pasal 43 ayat (1) Undang-Undang
Perkawinan menimbulkan polemik dikarenakan kurangimya Mahkamah
Konstitusi menjelaskan mengenai “anak diluar kawaén “hubungan
keperdataan anak dengan ayah biologisnya”.

Bagi Mahkamah Konstitugudicial reviewpasal 43 ayat (1) Undang-

Undang Perkawinan melindungi semua anak yang teidani diskriminasi,

’Ibid, hal 11.

® Ibid, hal 36.

° Ibid.

' Ibid, hal 35.

' Lihat BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman UUD 1%sal 24C ayat (1).



namun bagi MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagamipenbing umat
Islam, menganggap bahwa putusan itu hanya meldraissi anak saja, dan
mendahulukan kepentingan anak semata, sehinggasgoutiviahkamah
Konstitusi tersebut dipandang sangat kontroversi&alangan umat Islarif.
Dimana judicial review pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan
tidaklah sebatas dengan hak perlindungan sajai eétg@at memiliki makna
yang sangat luas sebagaimana dapat menimbulkananyakig melekat pada
anak sah. Putusan itu menimbulkan kerancuan dagdr@rapa aspek hukum,
seperti asal usul anak, bila pengadilan mengakai asulnya anak luar
kawin, sehingga mendapatkan legalitas memiliki Imgain keperdataan
dengan ayah biologisnya, yang kemudian dituangkdand akta kelahiran
maka membuka peluang besar anak luar kawin akanumtign hak
keperdataannya dari ayahnya. Di antara hak kependatersebut adalah
ketika terjadi kematian ayah biologisnya, tentu diemiliki hak secara
hukum untuk menuntut hak warisnya, begitu juga l#eba,*® juga ketika
anak luar kawin itu adalah seorang perempuan maetaa serta merta ayah
biologisnya itu menjadi wali nikah, hal ini yang laeggar syariat Islam dan

merubah tatanan Islam.

2_ Ahmad Mifdlol Muthohar, 2012Sebuah Catatan untuk Putusan MK Terkait
Pelaksanaan UU no.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, (online),
http://mifdlol.staff.stainsalatiga.ac.id/2013/01/&8buah-catatan-untuk-keputusan-mahkamah-
konstitusi-mk-terkait-pelaksanaan-uu-no-1-tahun4téhtang-perkawinan/, diakses tanggal (2
juli 2013).

13 Rio Satria (Hakim Pengadilan Agama Sengeti), 20 ditik analisis tentang putusan
Mahkamah Konstitus mengenai uji materil Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal
2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1), (online)
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&smwe=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQ
FjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.badilag.net%2Fdata%2FAKHL%2FTinjauan%2520Keber
adaan%2520Anak%2520Luar%2520Kawin.pdf&ei=EutsUtiBIrQfQrYCYAg&usg=AFQjC
NEEb2FgZEa4Z0ZyMtqt9bucLOS|EQ&sig2=KZUG8AYe_iTQNWHaNqSA&bvm=bv.551231
15,d.bmk, diakses tanggal (2 juli 2013).



Islam mengajarkan anak luar kawin yaitu anak zikkt dapat
mewaris ataupun menikah dengan menggunakan ay#bgisioya sebagai
wali nikahnya. Sebagaimana hadis Naballallahu ‘alaihi wa sallamdari
Abdullah bin Amr bin Ash, beliau mengatakan:

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallammemberi keputusan bahwa

anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidakndiki,

atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dikasalke

bapak biologisnya dan tidak mewarisinya... (HR. Ahmiolu

Daud, dihasankan Al-Albani serta Syuaib Al-Arnatith)

Syariah Islam tentang kawin memiliki entitas teianyang berbeda
dengan HAM. Hukum Islam memiliki logika berpikir iyg berbeda dengan
logika berpikir masyarakat modern, walaupun dalaebepapa hal bisa
bertemu. Menurut Makruf (Ketua Majelis Ulama Indsia¢, untuk
melindungi hak-hak anak hasil zina tidak perlu dengmemberikan
“hubungan perdata” kepada laki-laki yang mengakiatkelahirannyd
namun bisa dengan cara yang lain. MUl bersikeragukuntetap
mempertahankan Undang-Undang Perkawinan pasal &3(Rhyyang lama,
karena ketika ada tambahan (dari Mahkamah Kosstitu..serta dengan
laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti laenurut hukum

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan pedeaigan keluarga

ayahnya,” berarti Mahkamah Konstitusi mengakui gdamubungan perdata

14° Ammi Nur Baitz, 2012Status hukum anak diluar Nikah (online),
http://www.konsultasisyariah.com/anak-di-luar-nikéaxzz2S1FOVAXJ, diakses (1 mei 2013).

15, Ahmad Mifdlol Muthohar, 20133ebuah catatan untuk keputusan M ahkamah
Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan UU no. 1 tentang Perkawinan, (online),
http://mifdlol.staff.stainsalatiga.ac.id/2013/01/&8buah-catatan-untuk-keputusan-mahkamah-
konstitusi-mk-terkait-pelaksanaan-uu-no-1-tahun4thtang-perkawinan/, diakses (1 mei 2013).



antara anak hasil zina atau anak hasil nikain dengan ayahnya dan
keluarga ayahny¥.

Polemik kurang rincinygudicial review pasal 43 ayat (1) itu tidak
bisa dihindari karena sampai sekarang masih belda @paya-upaya
signifikan untuk menyelesaikannya, dan belum ad&aat khusus yang
mengatur mengenai pelaksanaan pasal 43 ayat (@3 pasusan Mahkamah
Konstitusi ini, namun diluar itu semuagdicial reviewpasal 43 ayat (1) ini
sudah terlanjur menjadi hukum positif dan harualdijkan, hal ini lah yang
berdampak pada tugas hakim di setiap lingkungaadgdan, khususnya pada
hakim Pengadilan Agama yang berperan besar untukutos segala perkara
yang berkaitan dengan perkawinan bagi umat Islameamk diatur pada pasal
49 Undang-Undang No.50 tahun 2009 yang menyebutkémva Peradilan
Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusnéagelesaikan
perkara di tingkat pertama antara orang-orang penggama Islam di bidang
perkawinan, termasuk pula memutus dan mengadilialalasstatus anak
dengan orang tuanya.

Hakim dituntut harus mampu menyelesaikan perkaray y@erkaitan
dengan judicial review pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan
tersebut, hakim harus bekerja keras untuk mengartikhubungan
keperdataan” yang dimaksuddicial review pasal 43 ayat (1) Undang-
Undang Perkawinan tersebut, karena bila dihadapkeim perkara tersebut,
seorang hakim tidak boleh menolak dengan alasanrhléurang jelas dan

menunggu sampai ada aturan khusus yang lain yamgahe mengenai

18 Ibid.



judicial review pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tatseb
sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undamigwhg No.48 tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: PengadilErang menolak
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkang diajukan
dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang,jefelainkan wajib
untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena hakidak boleh
menangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan mlemlgaan karena
hukumannya tidak lengkap atau tidak jelas makarha#iapat melakukan
Penemuan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2iangqdJndang
No.35 tahun 1999 atas perubahan Undang-Undang Motahun 1970
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kel@kimenyebutkan:
“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajibggaln, mengikuti dan
memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam maakat”, artinya
seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktif@uk menemukan
hukum, jadi dengan adanya kewenangan hakim untdékoien penemuan
hukum, bagi peraturan yang kurang jelas, maka halkapat melakukan
penemuan hukumnya untuk menafsirkan hubungan kafaen yang
dimaksud olehudicial reviewpasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan
tersebut. Maka ketika sudah melakukan penemuampene hukumnya
timbul pertanyaan bagaimanakah persepsi seoranm iRéngadilan Agama
terhadap hubungan keperdataan anak luar kawin deagah biologisnya
pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU/\OILR

Ternyata tidak rincinya hubungan keperdataan yamgkbud dalam

judicial reviewpasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan iaktitanya



berpengaruh terhadap profesi hakim saja, berpehgaga pada advokat,
atau penasihat hukum dan sering juga disebut selpsyeyacara, dalam
tugasnya advokat dianggap seorang ahli hukum yagmhbarikan jasa atau
bantuan hukum, pemberian jasa tersebut bisa berumsehat hukum,
pembelaan atau mewakili masyarakat yang menjaenklia dalam beracara
dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pergatiilkarena tugasnya
sebagai pemberian jasa tersebut dan tidak ada pesabamasalah yang
harus dihadapi oleh advokat, maka seorang advekaigi ahli hukum harus
mampu mengartikan peraturan yang berlaku, termasgejudicial review
pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan pasdakbeya putusan
Mahkamah Konstitusi No0.46/PUU/VIII/2010, karenadatkk menutup
kemungkinan ada masyarakat yang memohon bantuamdaérkara yang
berkaitan dengajudicial review tersebut, dan tidak mungkin pula seorang
advokat selalu menolak masyarakat yang membutulbkartuannya yang
berkaitan dengajudicial review ini dengan alasan peraturan tersebut tidak
jelas, jadi seorang advokat harus mampu mengartjldicial review pasal
43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagaimarnak umembela
perkara kliennya yang menjadi tanggung jawabnya, @dah diatur pula
pasal 14 Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentangokedtvmenyatakan
advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyadi@am membela
perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalaemgighengadilan dengan

tetap berpegang pada kode etik profesi dan perapgaundang-undangan,

7 Mushlihin al-Hafizh, 2011 Peran Advokat Berbagi Sisi, (online),
http://www.referensimakalah.com/2012/09/peran-adidierbagai-sisi.html, diakses (16 mei
2013).



10

karena adanya kebebasan seorang advokat dalam méajean

pendapatnya dalam membela perkara yang menjadjuaggawabnya, maka

bagaimana dengan haknya tersebut seorang advokatgemeakakan

persepsinya terhadajudicial review pasal 43 ayat (1) Undang-Undang

Perkawinan. Dari uraian tersebut, maka peneliti ehgnlebih lanjut

mengenai permasalahan yang menjadi latar belakatagsd

Rumusan Masalah

1.

1.

Bagaimana Persepsi Hakim PA dan Advokat terhgddmial review
pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang hudnikgperdataan anak
diluar perkawinan dengan ayah biologisnya pasciakerya putusan MK

No0.46/PUU/VIII/2010?

. Apa yang menjadi dasar Hakim PA dan Advokat dalaengemukan

persepsinya mengenpidicial review pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun
1974 tentang hubungan keperdataan anak diluaawer&n dengan ayah

biologisnya pasca berlakunya putusan MK No.46/PUL/2010?

. Tujuan Penélitian

Untuk mendiskripsikan dan menganalisis persepsiril&A dan Advokat
terhadapjudicial review pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang
hubungan keperdataan anak diluar perkawinan deagah biologisnya

pasca berlakunya putusan MK No.46/PUU/VI11/2010 .

. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis dasar HaRiéndan Advokat

dalam mengemukakan persepsinya, mengadaiial reviewpasal 43 ayat

(1) UU No.1 tahun 1974 tentang hubungan keperdata@ak diluar
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perkawinan dengan ayah biologisnya pasca berlakipyasan MK
No0.46/PUU/VII/2010
D. Manfaat Penélitian
1. Manfaat Teoritis

a. Menambah dan memperluas pengetahuan khususnya ma&nge
peresepsi Hakim PA dan Advokat terhagiagiicial reviewpasal 43
ayat (1) UU No.1 tahun 1974 pasca putusan MK
No0.46/PUU/VIII/2010, vyang berkaitan dengan hubungan
keperdataan anak diluar perkawinan, dan hasil ifanilini dapat
menjadi acuan bagi mahasiswa dalam melakukan paneljang
sama diwaktu yang akan datang.

b. Diharapkan mampu memberikan penjelasan terhadapasatahan
mengenai hubungan keperdataan anak diluar perkawpeasca
berlakunya Putusan MK No.46/PUU/VIII/2010.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah lbekavasan dan
pengetahuan bagi peneliti didalam menumbuhkandwe berfikir
dan menganalisa masalah yang timbul dalam masyakhkausnya
permasalahan hubungan keperdataan anak di luaravpedn
dengan ayah biologisnya pasca berlakunya putusad M

No0.46/PUU/VI11/2010.



b.

12

Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikaforimasi, dan
jawaban bagi masyarakat mengenai hubungan kepardataak
diluar kawin pasca putusan MK No.46/PUU/VIII/2010.

Bagi Kalangan Akademisi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikangeenbangan
wawasan keilmuan bagi pendidikan hukum dan praktigkum
dalam mengkaji sampai sejauh manakah hakim PA dokat
menilai hubungan keperdataan anak diluar perkawigargan ayah
biologisnya pasca berlakunya putusan MK No.46/PUL/2X010
Bagi Praktisi Hukum

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikansuk&an,
pemahaman dan bahan pertimbangan untuk menyelesai&salah
mengenai hubungan keperdataan anak diluar perkawpesca

berlakunya putusan MK No.46/PUU/VIII/2010.

E. Sistematika Penulisan

BAB |

: PENDAHULUAN
Memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian
yang dilakukan. Pada Bab ini, memuat tentang latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitia
manfaat penelitian, dan sistematika Pembahasanli®en
memberikan keterangan dan penjelasan mengenai latar

belakang mengapa masalah tersebut harus diangkat da



BAB Il

BAB Il

BAB IV

BAB V
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diteliti, sehingga tampak jelas apa yang diteliand

pentingnya pelaksanaan penelitian.

: KAJIAN PUSTAKA

Diuraikan mengenai pengertian-pengertian dan teori-
teori serta asas-asas yang berkaitan dengan pdaimasa

yang diangkat.

: METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini berisi metode penelitian yang dipakai
dalam penelitian ini. Metode penelitian terdiri sata
pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenisagdat
sumber data, teknik memperoleh data, populasi, semp

teknik analisis data dan definisi operasional.

: PEMBAHASAN

Bab ini merupakan uraian tentang paparan data yang
diperoleh dari lapangan dan analisa data dari pi=mel
dengan menggunakan alat analisa dan kajian teag ya
telah ditulis dalam Bab Il. Selain itu penjelasaand
uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagaihasa
untuk menemukan jawaban atas masalah atau
pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan

masalah.

: PENUTUP

Bab V berisi rangkaian akhir dari sebuah penelitiReda

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpuli
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maksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah pemelitia
Hal ini penting sekali sebagai penegasan sebagdli ha
penelitian yang tercantum dalam Bab VI, sedangkan
saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak
yang kompeten atau ahli dalam masalah ini, agar
penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat

memberikan kontribusi yang maksimal.
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BAB 11

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Persepsi Hakim dan Advokat
1. Konsep Persepsi
a. Pengertian Persepsi

Persepsi dalam kehidupan manusia itu penting kameanausia
merupakan mahluk sosial dan untuk dapat bertahdnphdalam
lingkungannya, manusia sebagai mahluk sosial hdresntraksi
sedangkan interaksi manusia dipengaruhi oleh pgirsep

Persepsi adalah proses kognitif yang dialami okdearang di
dalam memahami informasi tentang lingkungan, bailelafi
penglihatan, penciuman, perasaan, pendengaran, pdaghayatan.
Persepsi pada hakikatnya adalah merupakan proséai@e seseorang
terhadap obyek tertentu. Persepsi adalah suatepmengenalan atau
identifikasi sesuatu dengan menggunakan pancaanter

Objek-objek disekitar kita, kita tangkap melaluatahlat indra
dan diproyeksikan pada bagian tertentu di otaknggfai kita dapat

mengamati objek tersebtit.

18 Amrullah, 2009Per sepsi, (online), http://amrull4h99.wordpress.com/2009/10/21/pesiep
diakses (1 Maret 2013).

9 Sarloto W. Sarwond?engantar Psikologi Umum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2012, hal 85-86.
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b. Jenis-Jenis Persepsi
Adapun dari pengertian persepsi yaitu Proses peamaina
terhadap rangsang atau stimulus yang diperoleh otetera
menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa?fenis
1) PersepsVisual
Persepsi visual didapatkan dari indera penglihatan.
2) Persepsi Penciuman atalfiaktori
Persepsi penciuman didapatkan dari indera penciuyaatol
hidung.
3) Persepsi Pengecapan
Persepsi pengecapan atau rasa didapatkan dari ainder
pengecapan yaitu lidah.
4) PersepsAuditory
Persepsi auditori didapatkan dari indera pendengaatu
telinga.
5) Persepsi Perabaan
Persepsi perabaan didapatkan dari indera taktih Yailit.
c. Proses Persepsi %
Proses pembentukan persepsi diawali dengan masgkinyber
melalui penglihatan, aroma, suara, rasa, atau ls@mtunanusia,
diterima oleh indera manusiasensory receptdr sebagai bentuk

sensationSejumlah besaensationyang diperoleh dari proses pertama

2 Wikipedia, 2013Persepsi, (online), http://id.wikipedia.org/wiki/Persepsi, diaksesniaret
2013).

L Muchlisin Riadi, 2012T eori persepsi, (online),
http://www.kajianpustaka.com/2012/10/teori-pengeriproses-faktor
persepsi.html#.UYDIg0r65H0, diakses (1 mei 2013).
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kemudian disaring dengan diseleksi dan diterimagBupenyaringan
ini dijalankan oleh faktor seperti harapan indiyidwotivasi, dan sikap.
Sensationyang diperoleh dari hasil penyaringan pada talefu& itu
merupakan input bagi tahap ketiga, tahap ketidag@eanisasian
sensationdari tahap ini akan diperoledensationyang merupakan satu
kesatuan yang lebih teratur dibandingkan dengansationyang
sebelumnya. Tahap keempat merupakan tahap pemyettsian
seperti pengalaman, proses belajar, dan kepribadpabila proses ini
selesai dilalui, maka akan diperoleh hasil akhiupa Persepsi.
d. Perbedaan Perseps
Sering kali ketika beberapa orang melihat satu kbyeng
sama namun terjadi suatu perbedaan persepsi asd#iaorang
dengan orang lain atau antara satu kelompok dekegfampok yang
lain. Hal-Hal yang dapat menyebabkan perbedaanepsgrsantar
individu dan antar kelompok adalah sebagai befikut:
1) Perhatian
2) Set(mental set)
3) Kebutuhan
4) Sistem Nilai
5) Tipe Kepribadian

6) Gangguan Kejiwaan

% Sarloto W. Sarwond?engantar Psikologi Umum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2012, hal 103-106.
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2. Hakim
Kata hakim secara etimologi berarti “orang yang mierskan
hukum”. Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Kdunisi Yudisial
No. 22 tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adaim agung dan
hakim pada badan peradilan di semua lingkungardpanayang berada di
bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstieisagimana
dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Repimoldnesia Tahun
1945. Dalam istilah fikih kata hakim juga sebagaing yang memutuskan
hukum di pengadilan yang sama hal ini den@adhi sedangkan kata
“hakim” yang selama ini dikenal di dunia peradildalam kamus besar
Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka membeardidinisi hakim, yaitu
(1) orang yang mengadili perkara (di pengadilaru ateahkamah); (2)
pengadilan; atau (3) juri penilai. Kamus Hukum leadCT Simorangkir,
Rudy T Prasetya, dan J.T. Prasetyo secara sedemmamgartikan hakim
sebagai petugas pengadilan yang mengadili perkBedam bahasa
Belanda disebutechter, dan dalam bahasa Inggris dikenal sebpghje?
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No.50 tahun 206farig Peradilan
Agama menyebutkan bahwa Hakim adalah hakim padgapdan agama
dan hakim pada peradilan tinggi agama.
Adapun kewajiban dari hakim diatur pada UU No. dBun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa:
a. Pasal 4 ayat (1) : Hakim wajib mengadili menurukdm dengan

tidak membeda bedakan orang

% Hukum Online, 2009 akim adalah Hakim, (online),
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4aeaf8 Rvidhakim-itu-adalah-hakim. diakses (2
maret 2013).
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b. Pasal 4 ayat (2) : Membantu para pencari keadim lberusaha
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk degapainya
peradilan yang sederhana cepat biaya ringan

c. Pasal 5 ayat (1) : hakim wajib menggali, memahaam thengikuti
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dataasyarakat.

d. Pasal 10 ayat (1) : dilarang untuk memeriksa, mgiigdan memutus
perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan htidtaknada dan
tidak jelas, melainkan wajib untuk memeriksa damgaelilinya

3. Advokat

Advokat atau pengkuasa hukum adalah kata bendgelsutdalam
praktik dikenal juga dengan istilah Konsultan Hukudapat berarti
seseorang yang memberikan nasilaltv{s)dan pembelaan mewakili bagi
kliennya untuk menyelesaikan suatu kasus hukumoRalvpaling sering
disebut dengan Istilah pengacara berkonotasi jastegp hukum yang
berperan dalam suatu sengketa yang dapat diselasdikluar atau di
dalam sidang pengadildhSecara normatif menurut pasal 1 ayat (1) UU
No.18 tahun 2003 tentang Advokat yang dimaksud Adtvvadalah orang
yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalanupua di luar
pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarki@mtikan undang-
undang ini.

UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat, mengatur aga gang

menjadi hak dan kewajiban dari seorang advékat:

4 Wikipedia, 2013Pengacara, (online), http://id.wikipedia.org/wiki/Pengacara, diakgé$
mei 2013).

% Lihat Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Adv@AB IV, BAB V, BAB VI.
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a. Hak Advokat

1)

2)

3)

4)

5)

Pasal 14: Advokat bebas mengeluarkan pendapatpatawyataan
dalam membela perkara yang menjadi tanggung javeatingalam
sidang pengadilan dengan tetap berpegang padaetibdprofesi
dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15: Advokat bebas dalam menjalankan tugategimga
untuk membela perkara yang menjadi tanggung javaloi@ngan
tetap berpegang pada kode etik profesi dan perapgaundang-
undangan.

Pasal 17: Dalam menjalankan profesinya, Advokathdder
memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnyak aari
instansi Pemerintah maupun pihak lain yang benkadangan
kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaa
kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan pangAd
undangan.

Pasal 19 ayat (2): Advokat berhak atas kerahasiaGnngannya
dengan klien, termasuk perlindungan atas berkasideamennya
terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlinduteyhadap
penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Pasal 21 ayat (1): Advokat berhak menerima Honamamtas Jasa

Hukum yang telah diberikan kepada kliennya.

b. Kewajiban Advokat

1)

Pasal 4 ayat (1): Sebelum menjalankan profesingapkat wajib

bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengaggsin
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sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di yaitedomisili
hukumnya

2) Pasal 19 ayat (1): Advokat wajib merahasiakan seggduatu yang
diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hgam
profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-aimgl

3) Pasal 22 ayat (1): Advokat wajib memberikan banthakum
secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yangrtidakpu.

4) Pasal 26 ayat (2): Advokat wajib tunduk dan memakokle etik
profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehtama
Organisasi Advokat.

5) Pasal 30 ayat (2): Setiap Advokat yang diangkaddsarkan

Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasiokat.

B. Kajian Tentang Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974
mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir batiara seorang pria
dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan rtujogembentuk
keluargaan atau rumah tangga yang bahagia dan Wekalasarkan
Ketuhanan Yang Maha E$3.

KUHPerdata mengartikan perkawinan dalam pasal 26u ya

Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dhlamngan

%, Soedharyo SoimirHukum Orang dan K eluarga, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 4.
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perdata, dalam KUHPerdata tidak ditemukan definisiengenai
perkawinan.

Dari segi bahasa Perkawinan berasal dari kata fKawang
merupakan terjemahan bahasa arab “nikah” dan penkatiwiaj.?’
Pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalatusakad atau
perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antaki-laki dan
perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan kieluprga, yang
diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang demgaa yang diridhoi
Allah.?®

2. Tujuan Perkawinan

Mengenai tujuan perkawinan menurut Undang-Undang f&hun
1974, berpegang kepada rumusan pasal 1, yaitu: gaentujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagikelead berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa’. Rumusan tersebut menggnduwakna,
bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperceatu
kebahagiaan. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukd@hahagiaan yang
sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yakea), kgang hanya bisa
dipisahkan oleh kematidi. Dan juga didapat pengertian bahwa untuk
membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang baldagiakekal itu

haruslah didasarkan kepada Ketuhanan Yang MasaHesalangan ini

%’ Racmadi UsmarAspek-Aspek Hukum Perorangan dan K ekeluar gaan di Indonesia,
Sinargrafika, Jakarta, 2006, hal 268.

% Ahmad Azhar BasyitHukum Perkawinan Isam, Ull Press, Yogyakarta, 2007, hal 14.

29 Asmin ,Status Perkawinan Antar Agama, PT.Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hal 20.
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sejalan dengan sifat religius dari Bangsa Indongaiag mendapatkan
realisasinya di dalam kehidupan beragama dan bamg

Agama Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujujaian
tertentu antara laift:
a. Untuk melanjutkan keturunan.
b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan masksia
c. Menimbulkan rasa cinta kasih sayang.
d. Untuk menghormati Sunnah Rasul dan.
e. Untuk membersikan keturunan.

3. Sahnya Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1974, mengatur
mengenai sah tidaknya suatu perkawinan, yang iqraita: Pasal 2 ayat
(1) menyatakan: “perkawinan adalah sah, apabilakdikan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanriyaaiu ketentuan
pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya Prof.haz&H menafsirkan
bahwa dengan demikian hukum yang berlaku menurutabgrUndang
No.1 tahun 1974 pertama-tama adalah hukum masisgamagama dan
kepercayaan bagi masing-masing pemeluk-pemelukaya,bagi orang
Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan nggar agamanya
sendiri”

KUHPerdata hanya menjelaskan bahwa barang siapa tyaiuk

kepada KUHPerdata, dalam perkawinanannya maka\pgr&a seseorang

%0 Ibid.

*% Ibid, hal 28-29.

% Hazairin,Tinjauan mengenai lundang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan,Tintanas, Jakarta, 1975, hal 5.
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itu baru dianggap sah apabila dilangsungkan seteragan syarat-syarat
dan ketentuan agama dapat dikesampindkan.

Islam sendiri menyatakan bahwa sahnya perkawinaabilap
memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Jika rukurkgpénan tidak
terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah perkawieesebut “batal demi
hukum?”, tetapi jika syarat perkawinan tidak terp@numaka perkawinan

itu “dapat dibatalkan®*

C. Kajian Tentang Anak
1. Pengertian Anak
Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jashatasa
yang akan datang, sehingga negara memberikan padindungan bagi
anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat naegikan masa
depannya. Undang-Undang memberikan beberapa tdogin@nak
berdasarkan fungsi dan kedudukanriyaebagai berikut:
a. Menurut KUH Pidana
Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasailapbblum
berumur 16 (enam belas) tahun.
b. Menurut KUH.Perdata
Pasal 330 ayat (1) menyatakan memuat batas anthwman ldewasa
dengan telah dewasa yaitu 21 tahun kecuali:

1) Anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun

¥, Soedharyo Soimirdukum Orang dan K eluarga, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 4.

3 Neng DjubaidahPencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, Sinar Grafika,
Jakarta, 2012, hal 93.

%, D.Y.Witanto,Hukum K eluarga Hak dan K edudukan Anak Luar Kawin, Prestasi
Pustakaraya, Jakarta, 2012, hal 4.
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2) Pendewasaan (pasal 419)
c. Menurut Undang-Undang Perkawinan
Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974/atakan bahwa:
“anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau behemah
melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaang drzamya
selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya’al P ayat (1)
berbunyi “anak yang belum mencapai umur 18 tahao gang belum
pernah melangsungkan perkawinan yang tidak dibakeltuasaan
orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”.
d. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak
Pasal 1 angka (1) UU no.23 tahun 2003 tentangr@erigan Anak,
menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang bedausicb 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masamd&bndungan.
Anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjgartumbuhan.
2. Macam-Macam Anak
a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, andlatgrmenjadi;
1) Anak Sah
Anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjangkgs@nan
memperoleh si suami sebagai bapaknya.
2) Anak Luar kawin
Anak yang diperbuahkan atau dilahirkan diluar perkan yang

sah.

% Irma setyowafiAspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Askara, Jakarta, 1990, hal 17.
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3) Anak Sumbang
Anak yang lahir dari hasil hubungan antara laki-lakan
perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk
melangsungkan perkawinan baik karena terikat hudourggarah,
hubungan semenda, hubungan sepersusuan, dan sghdfai

4) Anak Zina
Anak yang lahir dari hasil hubungan suami istri a@ima salah satu
dari orang tuanya sudah menikah dengan orang kang Yukan
pasangan sahnya.

b. Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974, anak terthalgim;

1) Anak Sah
Menurut pasal 42 menyatakan bahwa anak sah ada&dhyang
dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinarg gam.

2) Anak Luar Kawin
Menurut pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak Haain
adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Ahsakt kawin
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibuny&elaarga
ibunya.

c. Menurut Sumber-Sumber Lain:
Ada beberapa macam Anak lagi yang dikenal dalamidkphn

bermasyarakat:

37 D.Y.Witanto,Hukum K eluarga Hak dan K edudukan Anak Luar Kawin, Prestasi
Pustakaraya, Jakarta, 2012, hal 41.
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1) Anak Angkat
Berdasarkan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukunans|
menetapkan bahwa anak angkat ialah yang dalam pemaen
untuk hidupnya sendiri, biaya pendidikan dan seipggaberalih
tanggung jawabnya dari orang tua asli kepada otaagangkat
berdasarkan keputusan pengadilan.
Berdasarkan pasal 1 angka (1) PP No.54 tahun 208ang
Perlaksanaan Pengangkatan Anak memberikan definisi
anak angkat adalah haknya dialihkan dari
lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang
sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas
perawatan pendidikan dan membesarkan anak
tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua
angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan
pengadilan.
2) Anak Asuh
Pasal 1 angka (10) UU No.23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak memberikan definisi
Anak asuh yaitu anak yang diasuh oleh seseorang
atau lembaga, untuk diberikan bimbingan,
pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan
kesehatan, karena orang tuanya atau salah saty oran
tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang
anak secara wajar.
3) Anak Adopsi
Secara Etimologi Adopsi berasal dari kata “adoptie”

(bahasa Belanda) yang artinya pengangkatan seauraaig untuk

dijadikan sebagai anak sendiri, sedangkan menathada Inggris
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yaitu “adoption” yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat
anak®
4) Anak Tiri
Anak Tiri adalah seorang anak dibawa masuk kedalam
sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya,rdiranak yang
dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinaalsgmya®
5) Anak Pungut
Anak pungut adalah anak yang dijadikan sebagai asak
yang tidak diketahui siapa nasabnya (ibu bapakrdaam bahasa
arabnya disebul laqith, seperti anak yang dipungut dari tempat
anak tersebut dibuang. Anak itu dibuang oleh ibuygag tidak
bertanggung jawab karena untuk menghilangkan madwi d
perbuatannya diluar nikah. Anak pungut juga,beranak yang
diserahkan kerumah sakit karena orangtuanya tidampn
membayar biaya kelahiran.
Pengertian anak pungut diatas sejalan dengan siefeg
dikemukakan oleh Sayyid Sabiq la mengartikan anakgpt
adalah anak yang belum dewasa yang ditemukan rligida tidak

diketahui nasabny®.

3 Aliepotry, 2012 Pengangkatan Anak, (online)
http://aliranim.blogspot.com/2012/04/pengangkataakahtml. diakses (22 maret 2013).

%, D.Y.Witanto,Hukum K eluarga Hak dan K edudukan Anak Luar Kawin, Prestasi
Pustakaraya, Jakarta, 2012, hal 54.

0. Akhir Mali, 2011,M akalah Anak di Luar Nikah, Anak Angkat dan Anak Pungut,
(online), http://arminaven.wordpress.com/makalah-anak-dihikah-anak-angkat-dan-anak-
pungut/, diakses (22 maret 2013).
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3. Hubungan Hukum antara Orang Tua dengan Anak
a. Kewajiban Orang Tuaterhadap Anak

Undang-Undang No.1 tahun 1974 mengatur mengenai
kewajiban orang tua terhadap anaknya. Diatur padal@5:

1) Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik-anak
mereka sebaik-baiknya.

2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (I9alpani
berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdirdse kewajiban
mana berlaku terus meskipun kedua orang tua putus.

Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan balamggung
jawab dan kewajiban kedua orang tua terhadap amak+aereka untuk
mengasuh, memelihara dan mendidik, serta lainnykekate sampai
anak dewasa atau mampu berdiri sendiri. Bila tepadceraian maka
penguasaan anak diputuskan oleh pengadilan. Keamagian tanggung
jawab keluarga dan orang tua terhadap anak jugsyadikan dalam
ketentuan pasal 26 ayat (2) UU No.23 tahun 200@&mngnperlindungan
anak yang menentukan sebagai berikut:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui
keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat
melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih
keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berfdku..

KUHPerdata juga mengatur pada pasal 298 yang nedayatsi

ayah dan si ibu, keduanya berwajib memelihara dandndik sekalian

1 Rachmadi Usmaryspek-Aspek Hukum Perorangan dan K ekeluargaan di Indonesia,
Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 351.
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anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak umtrkangku

kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali tak lmebaskan mereka
dari kewajiban, memberi tunjangan-tunjangan dalaeselkmbangan
dengan pendapatan mereka, guna membiyayai penagihadan

pendidikan itu.

. Kewajiban Anak terhadap Orang tua

Pasal 298 KUHPerdata menyatakan “tiap-tiap ana&ndalmur
berapapun juga, berwajib menaruh kehormatan deagkean terhadap
bapak dan ibu”.

Pasal 46 Undang-Undang No.1 tahun 1974 menentukan:

1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati ketlemdereka
yang baik

2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut
kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam gavis ke atas,
bila mereka itu memerlukan bantuan.

Ketentuan dalam pasal 46 ayat (2) ini ternyata j&elbih
sederhana dari pada apa yang di ajarkan dalam higam. Hukum
Islam tidak membatasi kewajiban anak terhadap oramgnya
sebagaimana apa yang diatur dalam pasal 46 ayatdé@kata “bila
mereka itu memerlukan bantuan”, sedangkan dalaramisbaik
memerlukan atau tidak memerlukan bantuan, anak ebajiban
memelihara dan memberi nafkah.

Islam juga mengajarkan pada umatnya untuk berbadgada

kedua orang tuanya sekalipun mereka telah berbgdaa bersikap
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sopan santun, saling mencintai, saling menghormagnaati segala
perintahnya kecuali hal tersebut bertentangan deagama dan paling

penting mendoakan merefa.

D. Kajian Anak Luar Kawin
1. Pengertian Anak Luar Kawin
a. Berdasarkan KUH.Perdata
Anak luar kawin juga biasa disebut sebagai Anakgyadak
sah, dalam KUH Perdata mempunyai dua pengertigun{/a

1) Anak diluar kawin dalam arti luas yaitu anak yarmdpid diluar
perkawinan karena perzinahan dan anak sumbang.

2) Anak diluar kawin dalam arti sempit yaitu anak ydalir diluar
perkawinan yang sah. Termasuk anak dari pernikahan Istilah
sirri berasal dari bahasa arabra, israr yang berarti rahasia.
Kawin sirri, menurut arti katanya perkawinan yang dilakukan
sembunyi-sembunyi atau raha&a.

b. Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974.
Pada pasal 43 Undang-Undang No.1 tahun 1974 hanya
menyatakan bahwa anak luar kawin adalah anak ydetgréan diluar

perkawinan.

*2_lbid, hal 361.

43, J.SatrioHukum K eluar ga Tentang K edudukan Anak dalam Undang-Undang,
PT.Citra Aditya Sakti, Bandung, 2005, hal 5.

4 Mahmud YunusHukum Perkawinan dalam Islam, Hidaya Karya Agung, Jakarta, 1974,
hal 176.
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c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dikenal pula anak diluar kawin ada dalam pasal KBl0 yang
menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar perkawir@anya
mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan kelilangyga”.

d. Menurut sarjana Hukum

Abdul Manan menyatakan bahwa Anak luar kawin adalsdik
yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkaempuan itu
tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah demye yang
menyetubuhinya, sedangkan pengertian diluar kadalah hubungan
seorang pria dengan seorang wanita yang dapat inkelalketurunan,
sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan peraawang sah
menurut hukum positif dan agama yang dipelukitya.

2. Status Hukum Anak Luar Kawin
a. Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974:

Adapun status hukum anak yang dilahirkan diluak@e&man
sebagai unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinanidwas yang
tercantum dalam Undang-Undang No.l1 tahun 1974, yhmgatakan
dalam pasal 43 ayat (1) yang berbunyi: anak yatghidkan diluar
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata deibgaya atau
keluarga ibuny&®

Dapat disimpulkan bahwa anak diluar kawin mempusyatu
pertalian kekeluargan dengan akibat-akibatnyatdera hak mewaris,

jadi hampir sama dengan status kekeluargaan desngma sah, hanya

45 Abdul MananAneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta,
2008, hal. 80.

%6, Soedharyo SoimirtHukum Orang dan K eluarga, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 41.
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perbedaannya anak luar kawin tersebut tidak adartg#mnya dengan
ayahnya, sebagai yang membangkitkannya. Sebalikayak sah
mempunyai hubungan perdata disamping dengan ibdagakeluarga
ibunya, juga hubungan perdata dengan bapaknya ddunarga
bapaknyd

b. Menurut KUHPerdat&'

Anak yang lahir diluar perkawinan menurut istiledmyg dipakai
atau dikenal dalam Hukum Perdata dinamakan anaR. admak luar
kawin itu dapat diakui oleh ayah atau ibunya. Mehwgistem yang
dianut KUHPerdata, dengan adanya keturunan dilagka@iinan saja,
belum terjadi suatu hubungan keluarga antara arelgah orang
tuanya, kemudian setelah ada pengakuan, terbitu spattalian
kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya (teeutaak mewaris)
antara anak dengan orang tua yang mengakuinya.l PA&a
KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:

kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina, atau

dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkamdil

perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan
ibunya akan menjadi sah, apabila kedua orang tua it

sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-
ketentuan undang-undang atau apabila pengakuan itu
dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.

Pengakuan anak tidak dapat dilakukan secara diam;detapi

semata-mata dilakukan dimuka Pencatatan Sipil adeogtatan dalam

akta kelahiran anak tersebut, atau dalam akta warka orang tua,

47 Ibid.
8 |bid, hal 40-41.
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atau dalam surat akta tersendiri dari Pegawai PatacaSipil, bahkan
dibolehkan juga dalam akta notaris.

Di tinjau menurut Hukum Perdata yang tercantum rdala
KUHPerdata, kita akan melihat adanya tiga tingkastatus hukum
daripada anak diluar perkawinan:

1) Pertama: anak diluar perkawinan, anak ini belurkuialeh kedua
ibu-bapaknya.

2) Kedua: anak diluar perkawinan yang telah diakuhdalah satu
atau kedua orang tuanya

3) Ketiga: anak diluar perkawinan itu menjadi anak, sabbagai

akibat kedua orang tuanya melangsungkan perkaveaian

E. Kajian Mahkamah Konstitusi
1. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem K etatanegar aan | ndonesia
a. Kedudukan

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu leminagara
yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdekaik unt
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukuankedadilar*®
Sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (2) UUD X8dbetapkan
bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuatkdvizh Agung
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalagkuhgan
Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, linglaam Peradilan

Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negaran déeh sebuah

49, Jimly AsshiddigieK onstitusi dan Semangat K ebangsaan, PT.Sumber Agung, Jakarta,
2006, hal 31.
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Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitssjajar
dengan Mahkamah Agung (MA).
b. Kewenangan
Pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Kosstitu
mempunyai 4 kewenangan. Mahkamah Konstitusi bemgna
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yangigainnya bersifat
final untuk:

1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasgarde
Republik Indonesia tahun 1945;

3) Memutus pembubaran partai politik, dan

4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Kewenangan Judicial Review yang dimiliki Mahkamah Konstitusi
Kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadapakind
Undang Dasarjudicial review) secara teoritik maupun dalam praktek
dikenal ada dua macam vyaitu pengujian formal damymean materiil.
Pengujian secara formal adalah wewenang untuk eeagakah suatu
produk legislatif dibuat sesuai dengan proseduukaia tidak. Serta
apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suaturpa tertentu.

Sedangkan pengujian secara materiil adalah wewematogs menyelidiki
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dan menilai apakah suatu peraturan perundang-uadabgrtentangan
atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.

Kewenangarjudicial review dimiliki oleh Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi, namun terdapat perbedaaantadaarkeduanya,
judicial review yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah menguiji
peraturan dibawah Undang-Undang dengan Undang-lgnd@asar
sedangkanjudicial review yang dimiliki Mahkamah Konstitusi adalah
menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasérini diatur
secara tegas dalam pasal 24C ayat (1) Undang-Uridiasey 1945 bahwa;
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tatggertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk méngumdang-undang
terhadap undang-undang dasar...”

3. Putusan Mahkamah Konstitus No.46/PUU/V111/2010

Lahirnya putusan mahkamah Konstitusi No.46/PUU/XZOLO
perihal uji materi Undang-Undang No.1 tahun 1974taeg perkawinan
terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang diajulemAisyah Mochtar
alias Machica binti H.Mochtar lbrahim (pemohon 1¢rdama-sama
dengan anaknya Muhammad Igbal Ramadhan bin Moeardipemohon
2)>! Pengujian materi Undang-Undang No.1 tahun 194 pasal 2 ayat
(2) yang berbunyi: Tiap-Tiap perkawinan dicatat oveh perundang-
undangan yang berlaku dan pasal 43 ayat (1) anad g#ahirkan diluar

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata derigarya dan

*0 Fatkhurohman, Dian Aminudin, SirajuddMemahami K ebenaran M ahkamah
Konstitusi di Indonesia, PT.Citra Aditya bakri, Bandung, 2004, hal 21-22.
°L putusan Mahkamah Konstitusi Rl no.46/PUU/VIIE20hal 1.
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keluarga ibunya terhadap UUD 1945 pasal 28B ayatpdsal 28B ayat
(2) dan pasal 28D ayat (1).

Uji materi ternyata dikabulkan sebagian oleh Mah&am
Konstitusi. Mahkamah menolak untuk mengabulkan Ip@sayat (2)
karena tidak beralasan, tetapi mengabulkan pasalay (1) yang
menyatakan “anak yang dilahirkan diluar perkawima@amya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibungdalah
bertentangan dengan UUD 1945 secara bersydcainditionally
unconstitutional)yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebutagtimai
menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laky ykapat dibuktikan
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain
menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagahggzhsehingga
dengan putusan Mahkamah Konstitusi menjadikan ditaéir perkawinan
yang dulunya tidak mempunyai hubungan keperdataamgah ayah dan
keluarga ayahnya, menjadi dapat mempunyai hubudgagan laki-laki
sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasalkanpengetahuan dan
teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukummpenyai hubungan
darah, termasuk hubungan perdata dengan keluaadaysy.

Putusan itu didasarkan atas pertimbangan bahwa tarakbut
dilahirkan kedunia dalam keadaan yang suci, tidamiiki kesalahan
satu apapun, tidak menerima kesalahan turunanodang tuanya, dan
tidak mungkin anak bisa lahir tanpa adanya seotakigaki, dan tidak

adil jika laki-laki yang seharusnya bertanggunggbwerhadap anaknya

52 Ibid, hal 36.
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tersebut dibebaskan dari kewajibannya. Putusanbagi Mahkamah
Konstitusi diharapkan mampu benar-benar menghilamglerlakuan
diskriminasi dari semua anak anak yang lahir dioimesia dan mampu
melindungi hubungan keperdataan yang merupakamisebdari pada hak

asasi setiap manusia.
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BAB I11

METODE PENELITIAN

A. JenisPendlitian
Jenis Penelitian ini menggunakan Penelitian yuridis-empiris, yaitu
penelitian hukum yang mempelgari bagaimana hukum diterapkan dalam
masyarakat atau pendekatan yang lebih diarahkan kepada kenyataan
dilapangan. Menurut Soerjono Soekanto, yuridis empiris artinya adalah
mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebaga institusi sosial
yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.>® Yuridis
Empiris digunakan untuk mengkaji dan membahas persepsi hakim PA dan
advokat terhadap judicial review pasa 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974
tentang hubungan keperdataan anak di luar perkawin dengan ayah
biologisnya pasca berl akunya putusan MK No.46/PUU/V111/2010.
B. Metode Pendekatan
Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis-sosiologis. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian
langsung dilapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif
yang disebut sebagal data primer. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan
untuk mengkgi dan membahas persepsi hakim PA dan advokat terhadap
judicial review pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang hubungan
keperdataan anak di luar perkawin dengan ayah biologisnya pasca berlakunya

putusan MK No.46/PUU/V111/2010.

%3, Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta,
1984, hal 51.
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C. Lokas Penditian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian

maka penelitian dilakukan di Pengadilan Agama kota Malang dan Kantor

Advokat Law Firm GUNADI HANDOKO & Partners, serta Kantor Advokat

Haris Fggar SH & Associatess di kota Maang. Pemilihan lokasi ini

didasarkan atas pertimbangan:

1.

Ketersediaan data yang peneliti butuhkan, di kota Malang untuk kasus
hamil di luar kawin cukup banyak, sekitar 60% wanita hamil di luar
nikah.>* karena mayoritas masyarakat di kota Malang adalah orang
beragama Islam™, sehingga jika dilihat dari banyaknya angka
kehamilan diluar perkawinan maka permohonan hubungan keperdataan
bagi anak luar perkawinan akan lebih banyak dilayangkan ke
Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama sering menerima perkara mengena asal-usul anak,
kedudukan anak, dan hubungan anak dengan orang tuanya, sehingga
dengan sering menangani kasus-kasus anak dalam kaitannya dengan
hukum keluarga, membuat hakim Pengadilan Agama lebih
berpengalaman, dan akan diperoleh data yang lebih akurat, karena
hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis erat
kaitannya dengan kedudukan anak dalam perkawinan.

Bahwa Kantor Advokat Law Firm GUNADI HANDOKO & Partners, serta

Kantor Advokat Haris Fagar SH & Associatess, memiliki banyak

% Sumutcyber, Hamil di Luar Nikah (online) http://www.sumutcyber.com/15992/60-
persen-wanita-hamil-diluar-nikah/, diakses (18 juni 2013)
% Wikipedia, K ota M alang, (online) ,http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang, diakses (18

juni 2013)
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advokat yang mengerti dan memahami mengenal judicial review pasa
43 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang hubungan
keperdataan anak di luar perkawinan dengan ayah biologisnya pasca
berlakunya putusan Mahkamah Konstituss No.46/PUU/VI111/2010.
Sehingga memudahkan peneliti dalam mendapatkan data yang
dibutuhkan.

4. Kantor Advokat Law Firm GUNADI HANDOKO & Partners, serta Kantor
Advokat Haris Fajar SH & Associatess, ini sering menangani kasus
mengenai hukum keluarga, termasuk juga dalam hal hak hak anak
dalam hukum keluarga sehingga dari pengalamannya dapat di peroleh
data yang akurat.

D. JenisData dan Sumber Data
1. Jenis Data
a. DataPrimer
Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa
Keterangan atau Informasi yang berasal dari pengetahuan,
pengalaman, dan pemahaman yang berhubungan dengan penelitian
ini, yakni persepsi hakim Pengadilan Agama dan advokat di kota
Malang mengenai judicial review pasal 43 ayat (1) Undang-Undang
No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
b. Data Sekunder
Data sekunder berupa, kaian-kagian yang berkaitan dengan

judul penelitian ataupun bahan-bahan lain yang terkait perkawinan
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yang nantinya digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis dalam
penelitian ini, meliputi:

1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3) Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU/V111/2010

4) Kompilas Hukum Islam

5) Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

6) Undang-Undang No0.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman
7) Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat
8) Buku-Buku yang menyangkut penelitian
2. Sumber Data
a. DataPrimer
Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil

penelitian lapang yaitu:

1) Hakim Pengadilan Agamakota Malang

2) Advokat yang beradadi kota Maang

b. Data Sekunder
Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari

penelusuran bahan-bahan kepustakaan yang didapat dari perpustakaan
pusat Universitas Brawijaya, perpustakaan PDIH Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, surat kabar, mgaah serta browsing melaui

internet. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsepsi-
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konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan
yang berhubungan erat dengan pokok permasal ahan.
E. Teknik Memperoleh Data
1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan
dengan cara interview atau wawancara mendalam dengan responden,
wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika yakni
pewawancara mengajukan pertanyaan pertanyaan yang dirancang untuk
memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian
kepada seseorang responden.®® Wawancara yang digunakan:

1) Penelitian ini menggunakan wawancara berstruktur. Wawancara
terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan daftar
pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pertanyaan yang sama
digukan kepada semua responden, dalam kalimat dan urutan yang
seragam (Sulistyo-Basuki, 2006: 110).

Terkait dengan penelitian ini wawancara dilakukan dengan para
pihak yaitu hakim Pengadilan Agama dan advokat di kota Maang yang
berkaitan dengan masalah hubungan keperdataan anak diluar perkawinan
dengan ayah biologisnya pasca berlakunya putusan MK
No.46/PUU/V111/2010.

2. Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi

dokumen berkas-berkas penting dari institusi yang diteliti, serta

* Amruddin dan Zainal Asikin, Pengantar metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2004,hal 82.



penelusuran peraturan perundang-undangan dari  berbagal  sumber,
penulusuran situs internet, kliping koran dan lain lain.
F. Populas dan Sampel
1. Populasi
Populasi atau universe adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat
juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-Ciri yang
sama.®’ Sasaran Populasi dalam pendlitian ini: Semua Hakim Pengadilan
Agama dan Advokat yang berada di kota Malang.
2. Sampe
Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.®
Sampel dalam penelitian ini berdasar pada cara pengabilan purposive
sampling yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada
tujuan tertentu.
Sampel dalam penelitian ini: 3 (tiga) anggota Hakim Pengadilan
Agama, dan 5 (lima) Advokat yang berada di kota Malang. Yaitu:

1) Dari Hakim Pengadilan Agama: Drs.Munasik.M.H; Dr.H.Moh.
Faishol Hasanuddin,SH.MH; Drs.H.Murtadlo,SH,MH. Selaku hakim
yang pernah memutus masal ah status anak

2) Dari Advokat: Haris Fgar Kustaryo,SH; Gunadi Handoko,
SH,M.M.M.Hum; M.Nadzib Asrori,SH; Edwin Krisnawanto,SH;
Hartarto Pakpahan,SH.MH. Selaku Advokat yang pernah menangani

kasus berkaitan dengan hukum keluarga.

% Ibid, hal 95.
%8 Burhan Ashofa, M etode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal 91.
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G. Teknik AnalisisData
Teknik analisis data adalah proses penyusunan data agar proses
penyusunan data dapat ditafsirkan. Penelitian ini menggunakan teknik
Deskriptif Kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang
individu secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan
individu atau institusi ke dalam variabel atau hipotesis tetapi perlu
memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.>
H. Definisi Operasional
1. Persepsi :
Adalah proses kognitif yang dialami oleh seseorang di dalam memahami
informasi tentang lingkungan, baik melalui penglihatan, pendengaran,
penghayatan, perasaan dan penciuman. Persepsi pada hakikatnya adalah
merupakan proses penilaian seseorang terhadap obyek tertentu. Persepsi
adalah suatu proses pengenalan atau identifikas sesuatu dengan
menggunakan pancaindera.®’
2. Judicial review :
Adalah mencakup pengujian terhadap suatu norma hukum yang terdiri dari
pengujian secara materiil (uji materiil) maupun secara formil (uji formil).

Dan hak uji materiil adalah hak untuk mengajukan uji materiil terhadap

*_ Lexy Mooleong, M etode Penelitian K ualitatif, Remaja rosdakarya, Bandung, 1990, hal 3.
€ Amrullah, 2009, Persepsi, (online), http:/amrull4h99.wordpress.com/2009/10/21/persepsi/,
diakses (1 Maret 2013).
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norma hukum vyang berlaku yang dianggap melanggar hak-hak
konstitusional warga negara. ®*

3. Anak luar kawin :
Pada pasa 43 Undang-Undang No.1 tahun 1974 hanya menyatakan
bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan.
Dalam hal ini termasuk anak dari perkawinan yang tidak tercatat dan anak

yang lahir diluar perkawinan karena perzinahan dan anak sumbang.

¢ Diana Kusumasari, 2011, Perbedaan Judicial Review dengan Hak Uji Materiil, (online) ,
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4257, diakses (25 april 2013).
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi Hakim PA dan Advokat terhadap Judicial Review pasal 43 ayat
(1) UU No.1 tahun 1974 tentang hubungan keperdataan anak diluar
perkawinan dengan ayah biologisnya pasca berlakunya putusan MK

No.46/PUU/VI11/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU/VIII/2010 emai
judicial review pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 197duku
penulisan selanjutnya disingkat Undang-Undang Rerian) telah berlaku
dan menjadi hukum positif, dimana berbunyi :

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibsesta

dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dikakti
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau

bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah,

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ay&hnya.

Tidak terperincinya hubungan keperdataan yang dodhkdalam
judicial reviewpasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan pasttesgn
Mahkamah Konstitusi tersebut, menimbulkan ketid&kagan sehingga
berpengaruh terhadap tugas hakim Pengadilan Ageaema advokat bila
dihadapkan dengan perkara yang menyangkut putusdskadvhah Konstitusi
No0.46/PUU/VI1II/2010, terkait dengan hal tersebukaehakim sebagai orang

yang memiliki tugas memutus suatu perkara yangduark dengarnudicial

review pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, hamasnpu

62 putusan Mahkamah Konstitusi RI No.46/PUU-VIOID, hal 37.
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menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUWR010. Begitu
juga dengan seorang advokat yang bertugas untukberé@mn bantuan
hukum dan nasihat hukum mengenadicial review pasal 43 ayat (1)
Undang-Undang Perkawinan pasca berlakunya putusdnkdmah Konstitusi
tersebut, kepada masyarakat yang memerlukan banhexdasarkan hal
tersebut maka peneliti telah melakukan wawancanaade pihak yang
memiliki kompetensi berkaitan dalagudicial review pasal 43 ayat (1)
Undang-Undang Perkawinan pasca berlakunya putusdnkdmah Konstitusi
No0.46/PUU/VIII/2010 yaitu hakim Pengadilan Agamandadvokat di kota
Malang.

Sebelum membahas mengenai Persepsi Hakim PengAdiena dan
Advokat terhadapJudicial Review pasal 43 ayat (1) Undang-Undang
Perkawinan tentang hubungan keperdataan anak gikr&awinan dengan
ayah biologisnya pasca berlakunya putusan Mahkankanstitusi
No0.46/PUU/VIII/2010. Maka akan diuraikan terlebiahailu mengenai lokasi

penelitian.

a.l Gambaran Umum Lokas Penelitian
Lokasi penelitian ditempatkan di Pengadilan Agarmo& Kalang
dan Kantor Advokat kota Malang namun peneliti metafishanya pada
2 kantor Advokat yaitu: Advokat Fajar,SH & Assoemitdan Law Firm

Gunadi Handoko & Partner.
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1. Pengadilan Agama K ota Malang
a. Sejarah dan Fungsi ®

Pengadilan Agama kota Malang diperkirakan bereéielah
berlakunya Staatsblaad (lembaran negara) 1882 Bl». Ketua
Pengadilan Agama yang kedua adalah K.H.A. Ridwam da
wakilnya yaitu K.H.M. Anwar Mulyosugondo. Lokasi igadilan
Agama Malang pada awalnya berada di halaman bejakasjid
Jami kota Malang. Kemudian pindah, berkantor dirjaMerdeka
Barat No.3 Malang. Sejak itu wilayah Kabupaten Mglada 2
(dua) Pengadilan Agama: 1.Pengadilan Agama di Pakel
2.Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) di Kd&ang.

Pada masa kemerdekaan Pengadilan Agama Malanghpinda
di Klojen Ledok Malang, saat itu Pengadilan Agamanaorut
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No.14 tahun 1970
Pengadilan Agama merupakan Peradilan Khusus, nasalam
memutus perkara, Pengadilan Agama masih terbatan&adidak
mempunyai kekuasaan yang bebas dalam membuat putusa
perkembangan Pengadilan Agama muncul saat berlakuny
Undang-Undang Perkawinan saat berlakunya Undangdnd
Perkawinan, Pengadilan Agama berkembang pesat.

Pada masa perkembangan Pengadilan Agama Malang
mendapat Daftar Isian Pembangunan (DIP) untuk megia

gedung kantor yang terletak di jalan Candi Kidal.N&alang

%, Pengadilan Agama Kota Malang, 20$8jarah PA Kota Malang, (online),
http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/profilteng/visi-misi-2, diakses (18 juni 2013)
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yang diresmikan oleh H. Soehadji (Kepala Kantor ayh

Departemen Agama Jawa Timur). Selanjutnya Pengadigama

Malang mendapatkan Daftar Isian Pembangunan (Rt )untuk

membangun gedung kantor di jalan R. Panji Surosd Ntalang.

Ketua Pengadilan Agama Malang saat itu KH. Bustawiin.

Dengan berlakunya Undang-Undang No.7 tahun 198ty gianuat

dalam Lembaga Negara No0.49 tahun 1989, terciptatkas

hukum yang mengatur Pengadilan Agama dalam kerasigkam
dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila datangd-

Undang Dasar 1945, dalam Perkembanganya saat mgagidan

Agama kota Malang masih terletak di jalan R. P&ugruso No.1

Malang, yang memiliki fungsi*

1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan admiasstr
kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama sertgitaan dan
eksekusi;

2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkarading,
kasasi dan peninjauan kembali serta administrasadpan
lainnya;

3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua
unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepagaw

dan keuangan kecuali biaya perkara);

% Pengadilan Agama Kota Malarfgyngsi PA Kota Malang, (online), http://www.pa-
malangkota.go.id/index.php/profil/tentang/tugas-qiqldiakses (18 juni 2013)
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4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan naseh&ntgn
Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah rhuka,
apabila diminta;

5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pegah
pembagian harta peninggalan diluar sengketa amteaag-
orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarka
hukum Islam;

6) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan kntu
pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan ailyag

7) Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti
penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pedayan
riset/penelitian dan sebagainya.

b. Struktur Organisasi®
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, stuktur
organisasi Pengadilan Agama Kota Malang terdini dar

1) Ketua

2) Wakil Ketua

3) Hakim

4) Panitera membawabhi:

(1) Wakil Panitera;
(2) Wakil sekretaris membawabhi;

5) Kelompok Fungsional Kepaniteraan

%, Pengadilan Agama Kota Malarfr uktur Organisasi K ota Malang, (online),
http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/profilteng/struktur, diakses tanggal (18 juni 2013).
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Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang
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KETUA
|
Wakil Ketua
|
Hakim Panitera
| |
Wakil Panitera Wakil Sekretaris
Panmud | Panmud | Panmud Kasubag Kasubag Kasubag
Permohon| Gugata Hukum umurnr Kepegawaian| Keuangan
| | | | | |
Staf Staf Staf Staf Staf Staf
: Kelompok Fungsional Kepaniteragn :
Panitera | Jurusita
Pengganti ' Pengganti

Sumber data : data sekunder, diolah 26513.

Sesuai dengan judul penelitian yaitu mengenai psrse

hakim PA dan advokat terhad@amicial review pasal 43 ayat (1)

Undang-Undang Perkawinan tentang hubungan keperdataak

diluar perkawinan dengan ayah biologisnya pascdakarya

putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU/VI1I1/2010, kaaihak

yang berwenang dalam memberikan data yang pebatthkan

adalah Hakim di Pengadilan Agama kota Malang

% |bid.
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Hakim di Pengadilan Agama memiliki tugas untuk

menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewggyan

dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acaraiRer@gama.

Tugas pokok hakim di Pengadilan Agama dapat direntiara

lain:®’

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Membantu pencari keadilan

Mengatasi segala halangan dan rintangan
Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa
Memimpin persidangan

Memeriksa dan mengadili perkara

Meminutir berkas perkara

Mengawasi pelaksanaan putusan

Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyata

Mengawasi pensehat hukum

10) Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan

2. Kantor Advokat HarisFajar SH & Associatess

a. Sgarah

Peneliti melakukan penelitian di kantor Advokat H&R

FAJAR, SH & Associatess, berdiri di jalan Kawi N8.Xota

Malang. Kantor advokat ini pada mulanya beralamagatan.

Kauman Malang pada tahun 1994, setelah 2 tahunnggp@ahun

1996 berpindah kembali di jalan Letjen S ParmanMdang.

Kemudian pada awal tahun 2003 hingga sekarang Ka&waheokat

67 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal 29.
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HARIS FAJAR SH & Associatess ini berkantor di jal&awi
No.33 kota Malang. Kantor Advokat HARIS FAJAR, SH &
Associatess ini terdiri dari 3 orang, dengan 2 grandvokat dan

juga 1 orang staff, yaittf

1) Haris Fajar Kustaryo, SH (Advokat)
2) Meftahurrohman, SH (Advokat)
3) Didik S. Yanto, SE (Staff)

b. Visi dan Misi®

1) Mendengarkan segala permasalahan yang dihadapipaleh
klien

2) Memberikan solusi praktis terhadap setiap permbaalgang
dihadapi oleh klien dengan menggali dan memaharmsppé&an
yang menjadi perhatian masing-masing Kklien

3) Mengadopsi pengalaman dan pengetahuan hukum disasua
dengan jasa yang akan diberikan dalam persoalasoglan
tersebut

4) Memberikan informasi kepada kelien tentang perkemgaa
persolan hukum yang ditangani

5) Memperjuangkan, dan menegakkan keadilan

% Dewi Novi Andriantama, 201 Rerlindungan hukum kepada advokat pra dan pasca
lahirnya UU no.18 tahun 2003, (online), http://dwinofi.blogspot.com/2011/11/perlindungan-
hukum-kepada-advokat-pra.html, diakses tanggajudi42013).

%, Hasil wawancara dengan bapak Haris Fajar sefdwokat kota Malang tanggal 5 juni
2013 pukul 13.30 WIB, data Primer diolah.
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3. Kantor Law Firm GUNADI HANDOKO & Partners

a. Letak Lokas

Kantor Advokat GUNADI HANDOKO & Partner

beralamat di jalan

Semeru No.21 kota Malang, Jawauil sudah

berdiri sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu.

b. Struktur Organisasi

Gambar 2

Struktur Organisasi Law Firm Gunadi Handoko & Partners

Gunadi Handoko, SH.,M.M.,M.Hum.

Managing Partners

Lia Wanda, S.E

Finance & Control Manager

Wahyu P. Mauzar, SH. MH
Nur Saiful Rauf, SH.

Partners Law Firm

ANC & CO.
Advocates & Solicitors

Partners NP(

Paulus Sungkono, SH. M.Nadzib Asrori, SH. Baktiar Panji T.U., SH.
Yuda Wijaya,SH. Veronika Yulia K,SH. NPO
Lisence & Corporate Litigation & Non Litigation

Sumber data : Data Sekunder d

0 |bid.

iolah 2613.
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1. Memberikan pelayanan jasa hukum yang mengedepaatikan

dan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum, kepada pa

pencari keadilan(justitiabelen) yang tersebar di seluruh

Indonesia, baik perorangan maupun Kkorporasi

institusi pemerintah

2. Memberikan pelayanan penyelesaian konflik-konflilkkiim

secara komprehensif dan transparan

terknasu

3. Klien akan mendapatkan hak sepenuhnya untuk meimepero

informasi dan pengetahuan atas setiap tahapan gesmem

perkara yang sedang di upayakan

Selanjutnya akan diuraikan mengenai persepsi haRengadilan

Agama dan advokat terhadadpdicial Reviewpasal 43 ayat (1) Undang-

Undang Perkawinan tentang hubungan keperdataan dihek perkawinan

dengan ayah biologisnya;

Tabd 1

Pemahaman Hakim PA dan Advokat Tentang Hubungan Keperdataan
Dalam Putusan MK No.46/PUU/V111/2010

Subjek Penelitian

Respond

BN Hasil wawancara

Hakim PA

3 orang

Hubungan tersebut merupakan hak

penghidupan yang layak sesuai den

pendidikan, kasih sayang, dan pember

dan

kewajiban untuk melakukan, pendidikan,

pemeliharaan seperti nafkah, bigya

an

gan

" Gunadi Handoko, 2011aw Firm Gunadi Handoko (online),
http://www.gunadihandoko.com/, diakses tanggalA#Astus 2013)
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kemampuan yang dimilikinya yang akan

menunjang kehidupan si anak luar kawit

—J

Advokat Law Firm
Gunadi Handoko & 4 orang | Hak anak dan kewajiban ayah untuk

Partners memberikan, pendidikan, pemeliharaan,

Advokat Kantor contohnya nafkah, perwalian, mengakui
Haris Fajar SH & 1 orang | status anak tersebut, perlindungan dan

Associatess termasuk hak anak untuk mewaris.

Jumlah 8 orang

Sumber : data Primer diolah, 20%3.

Tabel 1 merupakan ringkasan hasil wawancara penddéihgan
responden. Berdasarkan tabel 1 tersebut maka, uekik detailnya akan

dijelaskan lebih lanjut, sebagai berikut ;

a.2 Perseps Hakim Pengadilan Agama dan Advokat
Persepsi adalah proses kognitif yang dialami oktearang di
dalam memahami informasi tentang lingkungan, baikelaki
penglihatan, penciuman, perasaan, pendengaran, pagaghayatan,
perasaan. Persepsi pada hakikatnya adalah merupass®es penilaian
seseorang terhadap obyek tertentu. Persepsi adalaku proses
pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan meaggaon panca

indera’®

2 Hasil wawancara dengan responden, telah diol4B.20
3. Amrullah, 2009 Per sepsi, (online), http:/amrull4h99.wordpress.com/2009/10/21/pesiep
diakses (1 Maret 2013).
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1. Persepsi Hakim Pengadilan Agama
Persepsi hakim Pengadilan Agama terhadap putusankavteah
Konstitusi No.46/PUU/VI111/2010, adalah
1) Munasik ;

Hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah
biologisnya yang dimaksud dalgodicial reviewpasal

43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan pasca putusan
Mahkamah Konstitusi No0.46/PUU/VIII/2010 adalah
suatu hubungan yang dimohonkan oleh ibu kandung
sang anak luar kawin yang dapat dibuktikan dengan
DNA, sehingga melahirkan kewajiban bagi ayah
biologis dan hak bagi anak luar kawin itu sendintuk
dapat terpenuhinya kebutuhan penghidupan anak luar
kawin, seperti pendidikan, pemeliharaan, biaya
pendidikan, nafakah dan kasih say&hg.

2) Faisol Hassanuddin ;

Hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah
biologisnya yang dimaksud dalam putusan Mahkamah
Konstitusi No0.46/PUU/VIII/2010 adalah hak yang
diberikan oleh ayah biologis untuk anak luar kawin
yang berupa nafakah, biaya pendidikan, kasih sayang
didikan dari ayah biologis dan jaminan masa depan
anak, dimana hak-hak itu berlaku sampai anak dewasa
seperti yang tertuang dalam Undang-Undang
Perkawinan pasal 45 ayat (1) dan (2) tetapi haebart
tidak menyangkut hal hak dalam nasab karena selain
dalam putusan tersebut tidak disebutkan masalabnas
juga karena anak luar kawin yang dimaksud dalam
putusan Mahkamah Konstitusi dapat diklasifikasi
dalam arti luas yang berarti bukan hanya dari
perkawinansirri tetapi termasuk anak zina dan anak
sumbang, yang dalam Hukum Islam mengenal bahwa
anak zina dan anak sumbang tidak dapat bernasab
kepada ayah biologisnya, jadi hubungan perdata yang
dimaksudjudicial review pasal 43 ayat (1) Undang-
Undang Perkawinan itu hanya sebatas, pemeliharaan
saja. Untuk masalah nasab dan asal usul anak maka
dapat dibuka persidangan sendiri, ada beberapg tah
lagi, ada jalurnya, ada kriteria hukum, ada
pertimbangan hukum, pengawalan hukum yang

" Hasil wawancara dengan bapak Munasik selaku H&ngadilan Agama di Pengadilan
Agama kota Malang tanggal selasa,4 juni 2013 pLBB0 WIB, data Primer diolah
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mengantarkan pada sampainya bahwa anak tersebut

dapat bernasab, disinilah pentingnya pengadilankunt

memutus dengan benZr.
3) Murtadlo ;

Hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah

biologisnya yang dimaksud dalgodicial reviewpasal

43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan pasca putusan

Mahkamah Konstitusi adalah, anak luar kawin yang

dapat memohonkan haknya kepada ayah biologisnya

untuk mendapatkan pendidikan, pemeliharaan, seperti

nafakah,dan biaya didik&h

Dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti merpulkan,
hakim beranggapan maksjlicial reviewpasal 43 ayat (1) Undang-
Undang Perkawinan pasca putusan Mahakamah Komstitus
No0.46/PUU/VIII/2010 yaitu seorang anak luar kawinga harus
mendapatkan haknya untuk bisa hidup secara layak ajah
biologisnya yang didasari atas pertimbangan bahegadinya
kelahiran bukan kehendak dari anak, anak memilgd hsasi yang
sama secara otomatis ketika dia dilahirkan damagethak yang lahir
memiliki kebutuhan yang sama, termasuk juga anailg yhlahirkan
diluar perkawinan. Selain itu anak luar kawin yatigpmaksud oleh
putusan Mahkamah Konstitusi No0.46/PUU/VIII/2010 stdut
memiliki makna yang luas yang bisa menyangkut bukamya anak
dari perkawinan yang tidak tercatat saja melainkaya dari anak

hasil zina dan hasil sumbang, seperti yang dikatabieh Bapak

Faishol Hassanudin:

>, Hasil wawancara dengan bapak Faisol Hassanuldikusilakim Pengadilan Agama di
Pengadilan Agama kota Malang tanggal selasa 2{h8 pukul 13.30 WIB, data Primer diolah

® Hasil wawancara dengan bapak Murtadlo selakurdd@engadilan Agama di Pengadilan
Agama kota Malang tanggal selasa 4 juni 2013 pLRBO WIB, data Primer diolah.
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Yang bisa diklasifikasikan kedalam anak luar kawin
dimaksud putusan Mahkamah Konstitusi
No0.46/PUU/VIII/2010 itu, termasuk juga anak zinanda
anak sumbang, karena anak luar kawin memiliki
cakupan pengertian yang Iuds.

Dapat diartikan hubungan perdata itu hanya selaaaidan
kewajiban secara timbal balik antara anak dan orasg untuk
melakukan, pendidikan dan pemeliharaan seperti ahafkbiaya
pendidikan, kasih sayang, dan pemberian penghidygag layak dan
wajar sesuai dengan kemampuannya yang dimilikiiygg akan
menunjang kehidupan si anak tersebut, dimana h@nukeperdataan
itu tidak akan terputus sampai anak tersebut dagrairi sendiri atau
mandiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undankgk@nan pasal
45 ayat (1): “kedua orang tua wajib memelihara dendidik anak-
anak mereka sebaik-baiknya”, Ayat (2): “kewajibaiang tua yang
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampak @i kawin atau
dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku temsskipun
perkawinan antara kedua orang tua terputus”.

Timbulnya hak keperdataan anak diluar kawin dengeh
biologisnya juga tidak secara otomatis melekat @atk luar kawin,
harus ada penetapan dari pengadilan yang dibuktideh ilmu
pengetahuan yang dapat dipertanggung jawabkan &eberya,
bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari pamgangkutan atau

biasa disebut tes DNA. Tes DNA adalah tes labaratoruntuk

pengujian DNA. DNA atau asam deoksiribonukleat akamnolekul

" Hasil wawancara dengan bapak Faisol Hassanuldikuselakim Pengadilan Agama di
Pengadilan Agama kota Malang tanggal selasa 2fh8 pukul 13.30 WIB, data Primer diolah
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yang memiliki informasi genetik seseorang dan ditkam di setiap
sel dalam tubuh seseoraffygan apabila telah ada penetapan dari
pengadilan maka menimbulkan status dan hak bagiai dihadapan
hukum dan sejak saat itu menimbulkan hubungan Hepsan jika
seorang ayah biologis tidak melaksanakan kewajy@mnmaka
seorang ibu dari anak luar kawin tersebut dapat gajakan
permohonan pelaksanaan putusan. Namun setelahkaegau hak
keperdataan anak luar kawin tersbut juga tidak etmab dari
kewajibannya setelah dirinya dewasa untuk memelihayah
biologisnya tersebut.

Berikut bentuk putusan yang dapat dijatuhkan olekirh
Pengadilan Agama dalam memberikan penetdpaengadili ;

1) Mengabulkan gugatan Penggugat.

2) Menyatakan bahwa anak yang bernama (........ ) Yamg dari
seorang perempuan bernama (....... ) adalah anakluikgn
(biologis) dari Tergugat.

3) Menyatakan bahwa anak bernama (........ ) memilikbumgan
perdata dengan Tergugat.

Bunyi putusan tidak boleh dinyatakan dengan : “ayakg bernama

(ceveee ) yang lahir dari seorang ibu bernama..()..adalah anak

8 Definisi tesDNA, (online), http://kamuskesehatan.com/arti/tes-dna/, diateseggal ( 22
Juni 2013).

9. D.Y.Wiyanto,Hukum K eluarga Hak dan K edudukan Anak Luar Kawin, Prestasi
Pustakaraya, Jakarta, 2012,hal 283.
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kandung dari ayahnya bernama (....... )”. hal ikadknakan kata “ibu
dan ayah” hanya untuk anak dalam perkawinan yanf’sa
Walaupun selama ini masyarakat berpandangan masalésh
dan perwalian dalam perkawinan masuk kedalam hwyung
keperdataan, dan hukum Islam melarang anak zinamiak sumbang
untuk mewaris dan mendapatkan perwalian nikah bagak
perempuan, namun karena hubungan keperdataan hatafa waris
dan perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuaka hal itu
dapat diantisipasi dengan cara lain, sehingga nmemgearis dan hak
perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuardikigsifikasikan
kedalam nasab, yang berarti tidak termasuk yangtddinintakan
dalam pengertian hubungan keperdataan pada putdsékamah
Konstitusi No.46/PUU/VIII/2010 mengengudicial review pasal 43
ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Hakim membedakaara
nasab dengan hak keperdataan. Kalau nasab harusikati
perkawinan yang safi* Sedangkan hubungan keperdataan anak
dengan ayah biologisnya tidak hanya karena adarkatan
perkawinan tetapi dapat didasarkan pada pembutaiamlogi, atau
alat bukti lain bahwa laki-laki tersebut adalahtap#logisnya, untuk
memohonkan agar anak tersebut dapat memiliki ndealgan ayah
biologisnya berbeda permohonannya dengan permohlonbinngan

keperdataan pada putusan Mahkamah Konstitusi

8 Hasil wawancara dengan bapak Munasik selaku H&dngadilan Agama di Pengadilan
Agama kota Malang tanggal selasa 4 juni 2013 pLBB0 WIB, data Primer diolah

8 Hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agkmta Malang tanggal selasa 4 juni
2013 pukul 13.30 WIB, data Primer diolah
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No0.46/PUU/VIII/2010, untuk masalah nasab dapat kudan
persidangan sendiri yang memiliki beberapa tahelpr,jkriteria dan
pertimbangan hukum yang mengantarkan pada sampaamgk
tersebut dapat bernas¥b.

Dari analisis yang dijelaskan sebelumnya maka ddigatbil

kesimpulan sebagai berikut;

Tabe 2.
Per sepsi Hakim Pengadilan Agama Terhadap Putusan MK No.46/PUU/V111/2010

No 1 Dimensi Persepsi Jumlah

a. Hak Pemeliharaan bagi anak luar
kawin, seperti;

(1) Nafkah
Hubungan (2) Biaya Pendidikan
1 keperdataan ibu (3) Kasih sayang 100 %
dengan anak (4) Penghidupan yang layak
luar kawin b. Pendidikan

c. Termasuk juga dapat bernasab berarfi
dapat mewaris

a. Hak Pemeliharaan bagi anak luar

Hubungan kawin, seperti;
2 keperdataan (1) Nafkah 100%
ayah dengan (2) Biaya Pendidikan
anak luar kawin (3) Kasih sayang
(4) Penghidupan yang layak
b. Pendidikan
a. Anak luar kawin dari perkawinan sah
3 Klasikasi anak tapi tidak tercatat yaitu dari hasil nikgh
luar Kawin sirri 100%

b. Anak luar kawin dari perkawinan yang
tidak sah yaitu dari hasil zina

Sumber: data Primer diolah 20%3.

8 Hasil wanwancara dengan bapak Faisol HassanatiikuisHakim Pengadilan Agama di
Pengadilan Agama kota Malang tanggal selasa 2{h8 pukul 13.30 WIB, data Primer diolah.
8 Hasil wawancara peneliti dengan para hakim dBeitan Agama kota Malang. Data

Primer telah diolah.
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2. Persepsi Advokat
Persepsi advokat kota Malang terhaglagticial review pasal 43 ayat
(1) Undang-Undang Perkawinan pasca putusan Mahk#uoastitusi
No0.46/PUU/VIII/2010, adalah;
1) Haris Fajar ;

Hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah
biologisnya yang dimaksud putusan Mahkamah
Konstitusi No.46/PUU/VI1II/2010 mengartikan
hubungan keperdataan sebagai hubungan yang timbul
karena ada dua pihak, yang melahirkan hak dan
kewajiban antara bapak dengan anak dalam hukum
keluarga seperti pendidikan, pemeliharaan dan semua
hubungan keperdataan yang timbul karena korelasi
antara anak dan bapak seperti waris, wali, kewajiba
nafkah, dIl®*

2) Gunadi Handoko ;

Hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah
biologisnya yang dimaksud Putusan Mahkamah
Konstitusi No0.46/PUU/VIII/2010 adalah hubungan
privat yang menyangkut hak dan kewajiban dalam hal
keperdataan, untuk hubungan keperdataan yang
dimaksud vyaitu keperdataan keluarga yang salah
satunya adalah pendidikan, pemeliharaan, status ana
perwalian, termasuk juga waris, karena putusan
Mahkamah Konstitusi No0.46/PUU/VIII/2010 itu
tertulis “anak yang di lahirkan di luar perkawinan
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai
ayahnya,” berarti membawa dampak hubungan
keperdataan tidak hanya pada ibunya tetapi juga pad
ayahnya, dan tidak ada perbedaan hubungan
keperdataan anak dengan ibunya dan ayahnya. karena
menyangkut hak dan kewajiban yang sama, yang
berarti bila anak bisa mewaris dari ibu berarti ragsv
juga dari ayaff

8 Hasil wawancara dengan bapak Haris Fajar sefsdwokat di kantor Advokat HARIS
FAJAR, SH & Associatess kota Malang tanggal ralunb52013 pukul 13.30 WIB, data Primer
diolah

%, Hasil wawancara dengan bapak Gunadi Handokowsefavokat di Kantor Law Firm
GUNADI HANDOKO & PARTNERS kota Malang tanggal ash 23 juli 2013 pukul 14.20
WIB, data Primer diolah.
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3) Moh.Nadzib Asrori ;

Hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah
biologisnya yang dimaksud dalam putusan Mahkamah
Konstitusi No.46/PUU/VI111/2010, adalah hubungan
keperdataan yang timbul karena adanya hubungan
antara ayah dan anak dapat berupa hak pendidikan,
pemeliharaan yang termasuk didalamnya nafkah,
mengakui anak tersebut sebagai anaknya, termasuk
juga waris, yang mana hubungan itu semua timbal
balik, dan otomatis maka hak itu melekat pada ngasin
masing pihakny&®

4) Edwin Krinawanto ;

Hubungan Keperdataan anak luar kawin dengan ayah
biologisnya yang dimaksud dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi No.46/PUU/VIII/2010 adalah
hubungan yang mengkaitkan satu pihak dengan pihak
lain atau lebih yang secara timbal balik atau sspih
terhadap unsur hak dan kewajiban dalam hal ini hak
hak anak luar kawin tersebut sama dengan hak-hak
anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah,
seperti pendidikan, pemeliharaan atau pemenuhan
penghidupan, perlindungan dan wafls.

5) Hartarto PakPahan;

Hubungan Keperdataan anak luar kawin dengan ayah
biologisnya yang dimaksud dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi No.46/PUU/VIII/2010 adalah
hubungan antara anak dan ayah yang hubungannya
telah diatur pada Undang-Undang Perkawinan pasal
45 ayat (1) yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan
dan pemeliharaan dan juga termasuk hak mewaris
yang mengikutf®

% Hasil wawancara dengan bapak Moh.Nadzib Asrelaku Advokat di Kantor Law Firm
GUNADI HANDOKO & PARTNERS kota Malang tanggal ash 23 juli 2013 pukul 14.20
WIB, data Primer diolah.

8 Hasil wawancara dengan bapak Edwin KrinawantkselAdvokat di Kantor Law Firm
GUNADI HANDOKO & PARTNERS kota Malang tanggal mah4 agustus 2013 pukul 11.20

WIB, data Primer diolah.
8 Hasil wawancara dengan bapak Hartarto Pakpatakis Advokat di Kantor Law Firm

GUNADI HANDOKO & PARTNERS kota Malang tanggal maB1 agustus 2013 pukul 11.20
WIB, data Primer diolah.
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Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti merputkan
bahwa Advokat melihat putusan Mahkamah  Konstitusi
No0.46/PUU/VIII/2010 sangat kompleks karena hanyéihaedari sisi
anak luar kawin semata, dan melupakan dasar daabskéan
perkawinan dan segala aspek-aspek yang menyertsahyagga dapat
meciderai hak-hak keluarga yang telah memiliki legs atas
perkawinan yang sah bila seorang ayah biologitelah menikah sah
terdahulu. Advokat beranggapan makgudicial reviewpasal 43 ayat
(1) Undang-Undang Perkawinan pasca putusan Mahdkama
Konstitusi No0.46/PUU/VIII/2010 yaitu dapat diartdkkahubungan
perdata itu sebagai hak dan kewajiban secara tibdi& antara anak
dan orang tua untuk memberikan, pendidikan, pemedn
contohnya nafkah, perwalian, pengakuan status goedtindungan
dan termasuk hak anak untuk mewaris.

Advokat berpandangan pada kalimat “anak yang dikah di
luar perkawinan mempunyai hubungan perdata deniganya dan
keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai myah di dalam
kalimat tersebut tidak ada perbedaan antara hubukgperdataan
yang dimiliki anak dengan ibu juga dengan ayahmatits hubungan
keperdataan anak yang ada pada ibu juga diberifain, daubungan
keperdataan yang diberikan oleh ibunya diantar&iaamewaris, jadi
ayah biologis tidak hanya memberikan pendidikannegdgaraan,
pemberian penghidupan dan perlindungan, tetapi jdgiam hal

mewaris, oleh karena itu advokat beranggapan dat@phementasi
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untuk  menjalankan putusan Mahakamah Konstitusi
No0.46/PUU/VIII/2010 tidak semudah yang dibayangkdrujuan
adanya Mahakamah Konstitusi No0.46/PUU/VIII/2010 gan
menginginkan keadilan dan kepastian, ternyata akaanjadi
ketidakpastian dan menimbulkan banyak persoalag ja&n. Contoh
persoalan sepefir;

1) Ketika ayah biologis meninggal maka anak luar kayang diakui
akan mendapatkan haknya sebagai ahli waris kareala h
keperdataannya dilindungi oleh putusan Mahakamahsttasi
No0.46/PUU/VIII/2010 tersebut, sementara ahli wasibak laki-
laki ayah biologis pelaku hubungan di luar kawirmmkerdzalimi
hak-haknya akan terampas akibat perbuatan yangkedrgak
lakukan?® Disinilah kedudukan anak sah akan dikalahkan oleh
kedudukan anak diluar kawin, akibat putusan Mahakam
Konstitusi No.46/PUU/VI111/2010.

2) Dalam hal untuk cara pembuktian sebagaimana dalamsan
Mahkamah Konstitusi tersebut, “harus dibuktikan holému
pengetahuan yang dapat dipertanggung jawabkan &eberya,
bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari y@ngangkutan
atau biasa disebut tes DNA”, hal ini akan sulitrgilementasikan

oleh wanita yang tidak memiliki biaya untuk tes ANersebut,

8 Hasil wawancara dengan bapak Gunadi Handokosefakvokat di Kantor Law Firm
GUNADI HANDOKO & PARTNERS kota Malang tanggal ash 23 juli 2013 pukul 14.20
WIB, data Primer diolah.

%, D.Y.Witanto,Hukum K eluarga Hak dan K edudukan Anak Luar Kawin, Prestasi
Pustakaraya, Jakarta, 2012, hal 25.
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lalu akan sulit juga jika ayah biologis yang dimadstelah
meninggal.

Dalam hal pengertian “anak diluar kawin” yang mekniakna
luas yang bisa meyangkut anak zina, sedangkan Qgabun
keperdataan yang dimaksud dapat menyangkut waaisy Yisa
merusak ajaran agama dimana seluruh agama yangdiada
Indonesia melarang anak zina dalam hal mewaris.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU/VII1/201G&dut akan
mengakibatkan semakin lemahnya fungsi “catatan!’sigaat
belum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi
No0.46/PUU/VIII/2010 ini walau negara mewajibkan rksavinan
untuk dicatat masih banyak kasus perkawinan yatak ttercatat
karena berbagai alasan. Dengan adanya putusan Mahka
Konstitusi ini, malah akan semakin meringankan @aesg) untuk
melakukan perkawinan tanpa dicatat, sebab hak-hak mereka
akan terlindungi oleh putusan putusan Mahkamah ttoss
No.46/PUU/VIII/2010 ini.

Padahal “catatan sipil” mempunyai fungsi bukan asgbagai
pemberitahuan rencana perkawinan, untuk pencatadda saat
perkawinan dilangsungkan saja, namun berfungsi jugak bahan
penelitian bagi petugas pencatatan perkawinan defdal-hal
yang mungkin dapat menjadi halangan terhadap pankaw
mereka, misalnya diantara kedua belah pihak behatnga untuk

melangsungkan perkawinan atau terdapat laranganuroten
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Undang-Undang yang membatasi antara pria dan wanitantuk
melangsungkan perkawinan. Tugas pencatatan per&avadalah
melakukan pemeriksaan tentang syarat perkawinag giaentukan
Undang-Undang' dan juga sebagai perwujudan asas publisitas,
untuk menghindarkannya fitnah dari perkawinan yaegangsung
secara sembunyi-sembunyi.

5) Putusan Mahkamah Konstitusi No0.46/PUU/VIII/2010 ipang
mengharuskan ayah biologis untuk memenuhi segdbaitldean
anak luar kawin dapat disalahgunakan menjadi ajg@rgerasan
oleh oknum tertentu untuk meraih keuntungan ddii leki yang
telah ditetapkan pengadilan menjadi ayah biologistgntoh anak
di luar kawin tersebut berada pada perwalian kghuabunya,
kemudian keluarga ibunya tersebut meminta apappade ayah
biologisnya tersebut padahal anak itu tidak menttkan apa yang
dimintakan keluarga ibunya tersebut, hal ini metagi ayah
biologisnya, niat baik seseorang akan disalahgunakeh pihak

lainnya.

Berdasarkan persoalan-persoalan yang telah diumaaicvokat
memandang tujuan dari putusan Mahkamah  Konstitusi
No0.46/PUU/VIII/2010 ini tidak akan terwujud melasurk, banyak
dikesampingkan akibat implementasi yang salah,neatelak adanya
aturan khusus yang mengiringi jalannya pelaksanaausan

Mahkamah Konstitusi No.46/PUU/VIII/2010. Dari arsdi yang

1 |bid, hal 140.
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dijelaskan sebelumnya maka dapat diambil kesimpudabagai

berikut;

Tabd 3.

Persepsi Advokat Kota Malang Terhadap Putusan MK No.46/PUU/VI11/2010

ah

Di

N

No Dimensi Kantor Advokat Haris Fajar, SH & Law Firm Gunadi Handoko
Associatess & Partners
a. Pendidikan a. Pendidikan
1 Hubungan b. Pemeliharaan b. Pemeliharaan
keperdataan ibu 1) Nafakah 1) Nafakah
dengan anak | c. Perwalian c. Pengakuan status anak
luar kawin d. Hak mewaris d. Perwalian
e. Perlindungan
f. Hak mewaris
a. Pendidikan a. Pendidikan
b. Pemeliharaan b. Pemeliharaan
2 Hubungan 1) Nafakah 1) Nafakah
keperdataan c. Perwalian c. Pengakuan status anak
ayah dengan | d. Hak mewaris d. Perwalian
anak luar kawin e. Perlindungan
Tidak ada perbedaan antg f. Hak mewaris
hubungan keperdataan ayah dan
ibu. Tidak ada perbedaan antg
hubungan keperdataan ay|
dan ibu
a. Anak luar kawin darf a. Anak luar kawin dar
perkawinan sah tapi tidak perkawinan sah taf
3 | Klasifikasi anak tercatat yaitu dari hasil nikah  tidak tercatat yaitu daf
luar kawin sirri hasil nikah sirri
b. Anak luar kawin dar{ b. Anak luar kawin dar
perkawinan yang tidak sah yaitu = perkawinan yang tida
dari hasil zina sah yaitu dari hasil zina
Jumlah 100% 100%

Sumber: data Primer diolah, 20%3.

Dari persepsi yang dikemukakan oleh Hakim Pengadila

Agama dan Advokat di kota Malang, mengenai huburkggerdataan

%2 Hasil wawancara dengan para advokat, data Ptafar diolah.
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anak luar kawin dengan ayah biologisnya dalam RatuMK

No0.46/PUU/VI1II/2010, terdapat perbandingan yaitu;

Tabd 4.

Perbandingan Persepsi Hakim PA dan Advokat Terhadap
Hubungan K eperdataan Dalam Putusan MK No.46/PUU/V111/2010

Menurut Hakim

Menurut Advokat

. Tidak menyangkutkan hak

1. menyangkutkan hak mewaris

]

Perbedaan mewaris kedalam kedalam permohonan yang
permohonan yang dapat dapat dimintakan dalam
dimintakan dalam putusan putusan Mahkamah Konstitu
Mahkamah Konstitusi No.46/PUU/VI1I/2010
No.46/PUU/VIII/2010 2. Menyamakan hubungan

. Membedakan hubungan keperdataan yang dimiliki Iby
keperdataan yang dimiliki dengan ayah biologis terhad:
ibu dengan ayah biologis anak diluar kawin
terhadap anak diluar kawin

. Dalam pemahaman hakim Pengadilan Agama dan ad

Persamaan keduanya sama-sama mengartikan pendidikan dan ipanaein

seperti nafkah adalah hak yang ada pada hubungeardetaan

ayah biologis dengan anak luar kawin.

. Dalam persepsinya hakim Pengadilan Agama dan atgakaa

sama mengklasifikasikan “anak luar kawin” yang diswd
dalam putusan MK No0.46/PUU/VIII/2010 ini adalah krwasil

perkawinan sirri, anak zina dan anak hasil sumbang

yokat

Sumber ; data Primer diolah, 20333;

% Hasil wawancara dengan responden, data primat tiblah.
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B. Dasar Hakim PA dan Advokat dalam mengemukakan persepsinya
mengenai Judicial Review pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang
hubungan keperdataan anak diluar perkawinan dengan ayah
biologisnya pasca berlakunya putusan MK No.46/PUU/V111/2010.

Untuk mengungkapkan pendapatnya seorang hakim daokat
bertumpu atau berpedoman tidak hanya pada apa gdunliskan pada
putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU/VIII/2010s@ja, melainkan juga
ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Seoramgkatl walau statusnya
bebas dan mandiri dalam memberikan pendapatnyaenaiygdicial review
pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan pastasgu Mahkamah
Konstitusi No.46/PUU/VIII/2010, juga harus tetagaapada jalur hukum
yang lain yang berlaku, dan penilaian-penilaiangy#in. Selain advokat,
hakim juga tidak secara bebas dalam mengemukakardapatnya,
sebagaimana diatur pada pasal 27 Undang-Undandg Nat®in 1999 atas
perubahan Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentatentken-ketentuan
pokok kekuasaan kehakiman menyebutkan: “Hakim sel@enegak hukum
dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahaitai-nilai hukum
yang hidup didalam masyarakat”.

b.1 Dasar penilaian Hakim Pengadilan Agama dalam mengungkapkan
persepsinya, yaitu;
1. Kepentingan anak dan Hak Asasi anak
Kepentingan anak dan Hak Asasi Anak adalah dagmmgan
yang paling penting untuk merumuskan persepsi sasgountuk

menafsirkan hubungan keperdataan yang dimaksudndplatusan
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Mahkamah Konstitusi No.46/PUU/VIII/2010. Hal ini kdirenakan
tidak ada perbedaan secara alamiah yang membedakamtingan
atau kebutuhan seorang anak baik anak itu merupakak sah
ataupun anak diluar kawin, sebagaimana kepentiatan kebutuhan
anak adalah termasuk kedalam hak asasi setiap sesikai dengan
ungkapan bapak Faishol Hasanuddin selaku anggkiiaha

Hubungan keperdataan yang dimaksudkan dalam

putusan Mahkamah KonstitusiNo.46/PUU/VIII/2010

adalah sebagian dari pada hak asasi, hak asasihadal
hak yang melekat pada seseorang sejak seseorang itu
lahir kedunia, manusia lahir kedunia membawa haknya
masing-masing?

Karena melihat dari sudut pandang hak asasi analnhn
haruslah memberikan jaminan yang adil atau periigdn yang sama
terhadap setiap anak, diluar anak tersebut daili pkawinan yang
sah ataupun anak diluar perkawinan, sesuai dengaryang diatur
pada pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “fetreak berhak
atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang Iserhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskrimind3ifan pasal 28D ayat
(1) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap orang Hberhtas

pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukang adil

serta perlakuan yang sama dihadapan hukefm”.

% Hasil wawancara dengan bapak Faishol HassanatiikuisHakim Pengadilan Agama di
Pengadilan Agama kota Malang tanggal selasa 238 pukul 13.30 WIB, data Primer diolah.
% Lihat BAB XA mengenai Hak Asasi Manusia pasal 28&t (2) Undang-Undang Dasar

1945.
%, Lihat BAB XA mengenai Hak Asasi Manusia pasal 28@t (1) Undang-Undang Dasar
1945.



74

Bertumpu pula pada Undang-Undang No0.39 tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia mengatur secara khustentg hak asasi
anak antara laifi’

Pasal 52
1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang kelaarga,
masyarakat, dan negara
2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kegantiya hak
anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkamalsedalam
kandungan.
Pasal 53
1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuluphid
mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehithya.
2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas sw@aha mlan status
kewarganegaraan
Pasal 55
“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agaaaogrpikir
dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelekt@ad dsianya
dibawah bimbingan orang tua dan atau wali”
Pasal 56
1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orangyaua
dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan da

memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan uidaagg

% Lihat Bagian Kesepuluh Mengenai Hak Anak UU Reisubdonesia No.39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia.
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ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diang&btagai anak
oleh orang lain sesuai dengan ketentuan undangagnda

Pasal 57

1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihanawait, didik,
diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang #aiau
walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan upmrat
perundang undangan

2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tusatatku wali
berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua dregelah
meninggal dunia atau karena suatu sebab yang dak tiapat
menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimakswindalat 2
harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang
sesungguhnya

Pasal 58

1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindung&anh dari
segala bentuk kekerasan fisik atau mental, persglamt perlakuan
buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasudrag tua
atau walinya atau pihak lain manapun bertanggumephaatas
pengasuhan anak tersebut

2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak miedeksegala
bentuk penganiyayaan fisik atau mental, penelamtgparlakuan

buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkoskan,atau
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pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungika
harus dikenakan pemberatan hukum.

Pasal 59

1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan darigtaanya secara
bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kgizafida alasan
dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwisgalean
itu adalah demi kepentingan terbaik anak

2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayatakl ik
untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan prsleadra tetap
dengan orang tuanya tetap dijamin undang-undang

Pasal 60

1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikanpgagajaran
dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai denyaat,
bakat, dan tingkat kecerdasaan

2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan membenkarmasi
sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianyamid
pengembangan drinya sepanjang sesuai dengan ihalai-n
kesusilaan dan kepatutan

Pasal 66

1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasararygrayayaan,
penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak rreamus

2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak ddipatiuhkan

untuk pelakunya tindak pidana yang masih anak
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3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasamsegara
melawan hukum

4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara ang& haleh
dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan ahalapat
dilaksanakan sebagai upaya terakhir

5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak pekda
perlakuan secara manusiawi dan dengan memperh&gkanuhan
pengembangan pribadi sesuai dengan usianya das digrsahkan
dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

Kata orangtua yang tercantum dalam pasal-pasakbiers
seharusnya juga diartikan untuk orangtua biologisabh hanya untuk
orang tua diakui secara hukum akibat perkawinarerkasetiap anak
dilahirkan kedunia dan ada didunia bukan hanya riearadanya
perkawinan, dan karena dalam putusan tersebut tm@kegaskan
bahwa hanya berlaku bagi anak luar kawin dalam ¢giag kawin
siri atau perkawinan yang tidak tercatat namun jugaaberbagi
semua yang dapat diklasifikasikan jenis anak lwawik (hasil zina
dan sumbang), dan mengingat pada hak asasi anak hamsnya
diperlakukan sama diluar berasal dari mana anakehet, maka
hubungan keperdataan yang dapat diberikan hanysdahtas hak
pendidikan, pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhaghgkipan
yang menunjang tumbuh kembang anak sampai anatbterslapat
berdiri sendiri dan mandiri, begitu juga sebalikraygak luar kawin

juga dapat mempunyai kewajiban memelihara ayalogishya.
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2. Akidah Hukum Islam

Negara |Indonesia adalah Negara yang mayoritas
masyarakatnya beragama Islam yang sangat kentd$l&mannya,
maka hukum Islam memiliki pengaruh besar untuk margpruhi
penentuan dalam menafsirkan putusan Mahkamah Kuasisti
No0.46/PUU/VIII/2010 baik hukum Islam yang tertulisaupun yang
tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Seyarig diungkapkan
oleh bapak Munasik selaku anggota hakim yang mekgat
“penafsiran hubungan keperdataan yang dimaksudmdgdatusan
Mahkamah Konstitusi No.46/PUU/VIII/2010 itu didaksan pada
Hukum Islam®®

Sesuai dengan pasal 29 ayat (2) UUD tahun 1945 dideg
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memelukmagga
masing-masing dan untuk beribadah menurut agamadga
kepercayaannya itt? Dari pasal itu maka negara berkewajiban untuk
ikut serta melindungi nilai kesucian agama yangeldikb oleh setiap
warga negaranya. Islam mengajarkan, bahwa anakpalean amanat
dari Allah SWT, dimana orang tua yang diberi amameakewajiban
memenuhi kebutuhan hidup anaknya agar anak tersdbpat
berkembang dan orang tua yang menyia-nyiakan amdeatjan
mengabaikan kewajiban sebagai orang tua maka digdosa.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra.: Nabi Muhammad

shallallahu ‘alaihi wa sallanpernah bersabda ;

% Hasil wawancara dengan bapak Munasik selaku H&dngadilan Agama di Pengadilan
Agama kota Malang tanggal selasa,4 juni 2013 pLBBO WIB, data Primer diolah.
% Lihat BAB XII tentang Agama pasal 29 ayat (2) dnd-Undang Dasar 1945.
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Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (tidak
mempersekutukan Allah) tetapi orang tuanya lah yang
menjadikan dia seorang yahudi atau nasrani atau
majusi. Apakah kau melihatnya buntuiriwayatkan

oleh Ahmad, ad-Darimiy, an-Nasaiy, lbn Jarir, Ibn

Hibban, at-Tabraniy dan al-Hakim dari al-Aswad bin

Suwaid)'®°

Dari sabda tersebut menyatakan bahwa Islam jugaameamg
setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keaddeahfatau suci,
tidak memiliki dosa, dan tidak pula dibebankan dedas orang
tuanya. Bahkan Islam memandang, bahwa setiap drarignggung
jawab atas amalnya, tidak ada dosa seseorang yoag dipikulkan
kepada orang lain. Dan karena pantas bagi anaksdbab apapun
mereka dilahirkan, dapat memiliki hak mereka untukup dan
mendapatkan pemenuhan kebutuhan dari orang tuagryaasuk
hubungan keperdataan, selain itu Islam mengajaixala, ayah
biologis tidak dapat menjadi wali nikah bagi analkual yang
kebetulan adalah seorang perempuan, dan juga aaakdwin tidak
dapat bernasab kepada ayah biologisnya.

Adapun pengertian nasab, nasab secara etimologitibal
gorobah (kerabat), kerabat dinamakan nasab dikarenakaraadua
kata tersebut ada hubungan dan keterkaitan. Bedasalperkataan
merekanisbatuhu ilaa abiihi nasabaifnasabnya kepada ayahnya).
Ibnus Sikit berkata, “Nasab itu dari sisi ayah daga ibu.”

Sementara sebagian ahli bahasa mengatakan, “Nasklbuisus pada

ayah, artinya seseorang dinasabkan kepada ayalajgadan tidak

19 prof, DR. H. Ahmad Zahro, MA, 2012]-Quran dan Tingkah Laku M anusia (online)
http://www.masjidalakbar.com/ramadhan/linkmenu.ptgfiafile=rabu4, diakses tanggal (17 jumi
2013).
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dinasabkan kepada ibu kecuali pada kondisi-konefisieptional®*
Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat dididan
sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) andarang anak
dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yan%.sah

Sebagaimana hadis Nabhallallahu ‘alaihi wa sallamdari
Abdullah bin Amr bin Ash, beliau mengatakan:

Nabi shallallahu *‘alaihi wa sallammemberi keputusan

bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang

tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita de«a

tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak

mewarisinya... (HR. Ahmad, Abu Daud, dihasankan

Al-Albani serta Syuaib Al-Arnauth)’®

Telah diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam padesal
100 menyebutkan: “anak yang lahir di luar perkawinbanya
mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keliargga™®.
Semakna dengan ketentuan tersebut, pasal 186 Kasnpilukum
Islam menyatakan: “Anak yang lahir di luar perkaavin hanya
mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya kdduarga
dari pihak ibunya™®

Telah dijelaskan bahwa anak diluar kawin tidak dapewaris

dan juga ketika anak luar kawin tersebut adalabmpuan maka ayah

191 |mam, 2012Nasab dan Urgensinya dalam Islam, (online),
http://imamrusly.wordpress.com/2012/04/20/nasabdgensinya-dalam-islam/, diakses tanggal
(17 juni 2013).

192 2012,Nasab dalam Hukum Perkawinan Indonesia, (online)
http://www.negarahukum.com/hukum/nasab-dalam-hukenkawinan-indonesia.html, diakses
tanggal (17 juni 2013).

103" Ammi Nur Baitz, 2012Status hukum anak diluar Nikah (online),
http://www.konsultasisyariah.com/anak-di-luar-nikéaxzz2S1FOVAXJ, diakses (1 mei 2013).

194 | ihat Buku | tentang Hukum Perkawinan BAB XV mengi Perwalian pasal 100
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

195 ihat Buku Il tentang Hukum Kewarisan BAB Il mgenai besarnya bagian pasal 186
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
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biologisnya tidak dapat mendapatkan hak perwalikahnbagi anak
perempuannya, maka demi hukum Islam, hubungan #afzen yang
dapat diberikan kepada anak diluar kawin hanyataslgerlindungan,

pemeliharaan dam pemenuhan kebutuhan saja.

b.2 Dasar penilaian Advokat dalam mengungkapkan persepsinya yaitu:

1. Terminologi Hukum Perdata

Hubungan keperdataan seseorang sejak dulu kala dedéur
hukumnya oleh Negara, masyarakat Indonesia mengadahya
hukum perdata, jadi hukum perdata mengatur segaig yermasuk
dalam hubungan keperdataan baik dilingkungan makgardan
lingkungan keluargd®® Advokat dalam mengungkapkan persepsinya
didasarkan pada terminologi hukum perdata, hadesuai dengan apa
yang diungkapkan Hartanto Pakpahan;

Untuk mengartikan hubungan keperdataan yang
dimaksud dalamjudicial review pasal 43 ayat (1)
Undang Undang Perkawinan Pasca Putusan MK
No0.46/PUU/VI1II/2010 ini, harus mengetahui dulu lzasi
atau dasar dari pada pengertian hubungan kependataa
itu sendiri, pengertian atau definisi disebut termhgi,

dan hubungan keperdataan itu sendiri segala ses@aatu
diatur dalam hukum perdata yang berarti apa yang
diatur dalam hukum perdata adalah hubungan
keperdataan baik dilingkungan masyarakat maupun
keluarga. Oleh sebab itu berdasarkan terminologi
hukum perdata hubungan yang dapat diberikan oleh
ayah biologis kepada anak luar kawin yaitu hubungan
yang diatur pada pasal 45 ayat (1) Undang Undang
Perkawinan dan termasuk hak mewaris yang
mengikuti, karna dalam hukum perdata mengatur hal
yang demikiart®’

1% Hasil wawancara dengan bapak Hartarto Pakpatakis Advokat di Kantor Law Firm
GUNADI HANDOKO & PARTNERS kota Malang tanggal aB1 agustus 2013 pukul 11.20
WIB, data Primer diolah.

197 |bid.



82

Terminologi adalah pristilahan atau ilmu tentangilaB dan
penggunaannyd®® Sedangkan Hukum Perdata adalah rangkaian
peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum (dalamangan
keperdataan) subyek hukum (orang atau badan hulgamy satu
dengan subyek hukum yang l&iff. Terminologi Hukum Perdata
adalah ilmu tentang penggunaan kata-kata yangdeisdam definisi
hukum perdata.

Dimana dengan definisinya yaitu hukum atau sisteomaa
yang mengatur tentang hak dan kewajiban (hubunggerkataan)
orang dan badan hukum sebagai perluasan dari kaodgek hukum
yang satu terhadap yang lain baik dalam hubunghralga maupun
dalam hubungan masyarakat? Maka dari definisinya atau
terminologi hukum perdata tersebut, telah diatla sgja yang dapat
diklasifikasikan ke dalam hukum perdata, yang biikanal sebagai
sistematika hukum perdata,

Sistematika hukum perdata, didesain berdasarkamssikdup
manusia yaitu bahwa pada hakikatnya kehidupan nearhesputar
pada siklus lahir, berkembang dan berkeluarga, arekesejahteraan

serta setelah meninggal dunia, meninggalkan haamasan kepada

198 wikipedia, Terminologi, (online), http://id.wikipedia.org/wiki/Terminologi, diakse
tanggal (1 oktober 2013).

199 Komariah,Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2013 , hal 24.

10 Eliot Ciputra, 2013 Hukum Perdata, (online)
http://oneofmyway.wordpress.com/2013/05/18/hukumpekdataan/, diakses tanggal (2 september
2013).
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generasi berikutnya, sistematika itu yang terdisgisaempat bagian,
yaitu

1) Hukum perorangan, yang berisi tentang kedudukamgodalam
hukum serta hak dan kewajiban serta akibat hukumg ya
ditimbulkannya ;

2) Hukum keluarga, yang berisi tentang hubungan suateri,
orang tua anak serta hak dan kewajibannya masisgima

3) Hukum harta kekayaan, yang berisi sistem aturariamgn
kedudukan benda dalam hukum serta berbagai hak-hak
kebendaan yang bisa diperoleh orang ;

4) Hukum waris, yang berisi tentang sistem aturan #eklan
benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggaladdan
cara pembagiannya terhadap yang ditinggalkannya.

Di karenakan dalam sistematika hukum perdata juga
menyangkut waris, dimana hukum warisan yang mengatibat-
akibat adanya hubungan kekeluargaan terhadap mstarg harta
benda seseoranitf, maka advokat beranggapan bahwa hubungan
keperdataan yang dimaksud putusan Mahkamah Kasistitu
No0.46/PUU/VIII/2010 itu adalah hubungan perdata sebagai hak
dan kewajiban secara timbal balik antara anak dangotua untuk
memberikan, pendidikan, pemeliharaan contohnyaamafgerwalian,
mengakui status anak, perlindungan dan termasukanak untuk

mewaris, maka bila sang ayah biologis meninggakkdnar kawin

111 .
. Ibid.
112 gSubekti,Pokok Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 1984, hal 17.
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yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dapailiki haknya
untuk mewaris, begitu pun juga ketika ibunya megaignak tersebut
dapat mewaris, hal ini karena tidak ada perbedaahurigan
keperdataan antara anak dengan ibu juga denganyagghdiberikan
oleh putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU/V111/@0di.
2. Analogi Hukum

Untuk mengungkapkan persepsinya advokat juga dikisa
pada penganalogian hukum. Sesuai dengan apa yangkdpkan
oleh bapak Edwin Krinawanto dalam wawancara yaikgrena
hukum pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi
No0.46/PUU/VIII/2010 masih kosong maka dapat dilakukadanya
penganalogian terhadap hukum yang ada atau terdafidil

Analogi yaitu memberi penafsiran pada sesuatu yenat
hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalantupanatersebut
sesuai dengan azas hukumnya sehingga suatu paristamg
sebenarnya tidak termasuk kedalamnya dianggapisesugan bunyi
peraturan tersebut. Menggunakan Undang-undang ssemaalogi,
berarti bahwa memperluas berlakunya pengertian rhukatau
perundang-undangan. Adanya analogi, akibat dibatuhgerluasan
hukum dengan menyesuaikan tempat, waktu dan sitdasiganalogi

merupakan penciptaan kontruksi baru, mempunyai nkasa

13 Hasil wawancara dengan bapak Edwin Krinawantakse Advokat di Kantor Law Firm
GUNADI HANDOKO & PARTNERS kota Malang tanggal mah4 agustus 2013 pukul 11.20
WIB, data Primer diolah.
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permasalahan dengan analisir yang berlainan. Patapmya analogi
berlaku untuk masalah-masalah hukum perdata (pritfat

Untuk menindak lanjuti kekosongan hukum dan untuk
menindaklanjuti  jalannya  putusan  Mahkamah  Konstitus
No0.46/PUU/VIII/2010 yang memberikan hak keperdataerhadap
anak diluar kawin dengan ayah biologisnya. Makaepsgpan prinsip
hubungan keperdataan bagi anak luar kawin dapataldigikan
dengan anak luar kawin yang telah mendapat pengasies orang
tua biologisnya yang diatur pada 280 KUHPerdatagnghn
pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak HKaarin,
timbullah hubungan perdata antara si anak dan bafaakibunya™'®
Dan dalam prakteknya anak luar kawin yang diakumiiki hak
dalam pemeliharaannya, dan hak untuk mewaris tapghatdang tua
biologisnya walaupun bagian warisnya tidak samayderanak-anak
sah. Berdasarkan pasal 863 KUHPerdata menyatd}ka;yang
meninggal, meninggalkan keturunan yang sah atangssuami atau
istri, maka anak-anak luar kawin mewaris seperizai bagian
mereka yang sedianya harus mendapatkan andai letkananak-

116

anak sah....... ,_ walaupun warisan yang diberikan tidak sebesar anak

sah, anak luar kawin tetaplah dapat memiliki hakvares.

114 PKBH Universitas Ahmad Dahlan, 20nafsiran Undang-Undang secara Analogi,
(online), http://pkbh.uad.ac.id/?p=79, diakses tanggalktbber 2013).

115 | ihat Buku Kesatu tentang Orang BAB XI Bagian 8mganai Pengakuan Anak Luar
Kawin pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

118 |ihat Buku Kedua tentang Barang BAB XII Bagiam&ngenai Pewarisan bila ada anak-
anak luar kawin pasal 863 Kitab Undang-Undang HulRerdata.
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Pasal 865 KUHPerdata menyatakan; “Bila yang megahiu
tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut Wgedndang,
maka anak di luar kawin itu mewarisi harta penihggaitu
seluruhnya™’Dengan ada pasal ini sewaktu waktu anak luar kawin
dapat dipersamakan dengan anak sah, oleh sebaladitokat
menyatakan hubungan keperdataan yang diberik&inagkeh biologis
dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU/VIILQ0tidak
hanya melakukan, pendidikan, pemeliharaan contohngéah,
perwalian, mengakui status anak, perlindungan dambgrian
penghidupan saja melainkan juga terdapat hak amak mewaris.

3. Hukum Kebiasaan

Hukum kebiasaan adalah salah satu dasar advokamdal
mengungkapkan persepinya, dimana sejak dulu kélels®a adanya
hukum tertulis telah berlaku telah diakui dan dilkaleh masyarakat
yaitu hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan berasal mabuatan
manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalahyang sama.
Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh aragat dan
kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sddem rupa,
sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiatsaatirasakan
sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengarnkiadem

timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergautedup

17 Lihat Buku Kedua tentang Barang BAB XII Bagiam@ngenai Pewarisan bila ada anak-
anak luar kawin pasal 865 Kitab Undang-Undang HulRerdata.
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dipandang sebagai hukutif.adapun pengertian dari hukum kebiasaan
adalah hukum yang terletak didalam peraturan pematkebiasaaft’

Dalam hukum kebiasaan masyarakat Indonesia sebelum
berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU/R010
mengenal aturan anak yang dilahirkan diluar perkawi hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan geluaunya
sedangkan dari ayahnya tidak. Yang berarti anakakibat dari
hubungan perdata dengan pihak ibu dan keluargyabamnak tersebut
mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibiegaasuk segala
sesuatu bentuk pemeliharaan sampai anak terselwdsdehanya
menjadi tanggung jawab ibunya.

Jadi apabila hukum itu diubah oleh Putusan Mahkamah
Konstitusi No.46/PUU/VIII/2010 dengan menambahkambungan
keperdataan dengan ayah yang dapat dibuktikan bdhkrdaki
tersebut adalah ayah biologisnya berarti hubungangah ayah
diperlakukan sama dengan apa yang diberikan ibsey@gaimana
tidak ada kata-kata yang membedakan hubungan kepard antara
yang diberikan ibu dan ayah.

Oleh dari itu advokat menyatakan bahwa hubungan
keperdataan yang dimaksud dalam putusan MahkamatstiKci
No0.46/PUU/VI11/2010, yaitu hak pendidikan, pemeliéan contohnya

nafkah, perwalian, pengakuan atas anak tersehat ls@k anak untuk

118 2010,Sumber Hukum Formal K ebiasaan, (online)
http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/05/sumbéinu-formal-2-kebiasaan-costum.html,
diakses tanggal (2 oktober 2013)

119 Samidjo,Pengantar Hukum Indonesia, CV Armico, Bandung , 1993, hal 23.
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mewaris yang berlaku secara timbal balik antaragtaa dan anak,
sebagaimana hak-hak tersebut melekat pada anak Wangs

diberikan oleh ayah dan ibu.

p1-e-qn-A1031s0daJ VAVIIMYYS (@&,

SVLISYIAINDN
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BAB V
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkan hasil penilitian penulis dapat disimpulkan:
1. Pesepsi hakim Pengadilan Agama dan Advokat terhadap hubungan
keperdataan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU/V111/2010 :

a. Persepsi Hakim PA, yaitu hubungan hak dan kewagjiban secara timbal
balik antara anak dengan orang tua untuk melakukan pendidikan dan
pemeliharaan seperti nafkah, biaya pendidikan, kasih sayang dan
pemberian penghidupan yang akan menunjang kehidupan anak.

b. Persepsi Advokat, yaitu hubungan hak dan kewajiban secara timbal balik
antara anak dan orang tua untuk memberikan pendidikan, pemeliharaan
seperti nafkah, perwalian, pengakuan status anak, perlindungan dan hak
anak untuk mewaris.

2. Dasar Hakim Pengadilan Agama dan Advokat dalam mengungkapkan
persepsinya yaitu:

a. Dasar Persepsi Hakim Pengadilan Agama:

1) Kepentingan anak dan Hak Asasi Anak
Kepentingan anak termasuk kedalam hak asasi setigp anak dimana hak
tersebut melekat pada setiap anak sgjak lahir baik karena perkawinan
atau diluar perkawinan .

2) Akidah Hukum Islam
Islam mengajarkan bahwa anak adalah amanat Allah SWT, maka dari

itu pantas anak yang lahir dari sebab apapun memiliki hak untuk
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hidup dan terpenuhi kebutuhan dari orang tuanya, termasuk hubungan
keperdataan.
b. Dasar Advokat dalam mengungkapkan persepsinya yaitu:
1) Terminologi Hukum Perdata
Terminologi Hukum Perdata didalamnya mengatur; 1.Hukum
Perorangan, 2.Hukum Keluarga, 3.Hukum Harta Kekayaan dan
4. Hukum Waris.
2) Analogi Hukum
Anaogi Hukum dapat digunakan dalam mengisi kekosongan hukum.
Dalam penganaogian maka hubungan keperdataan anak luar kawin
dapat dianalogikan dengan anak luar kawin yang telah diakui orang
tuanya diatur pada 280 KUHPerdata.
3) Hukum Kebiasaan
Hukum kebiasaan mengenal aturan, anak yang anak luar kawin hanya
mempunyal hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,
yang berarti akibat dari hubungan perdata anak mendapatkan hak
waris dari ibu dan segala bentuk pemeliharaan sampa anak tersebut
dewasa hanya menjadi tanggung jawab ibunya.
B. Saran
Penulis memberikan saran:
1. Para pihak yang berkaitan dengan perkara yang menyangkut putusan
Mahkamah Konstitusi No.46/PUU/V111/2010, baik hakim, advokat, ataupun

masyarakat umum, harus melihat hubungan keperdataan yang dimaksud
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dengan berbagai aspek hukum baik yang tertulis maupun yang hidup dalam
masyarakat

2. Apabila pemerintah menyambut balk putusan Mahkamah Konstitus
No0.46/PUU/VI1II/2010 dan memenginginkan putusan itu berjaan
sebagaimana tujuan yang diharapkan yaitu perlindungan bagi semua anak
dari diskriminasi, hendaknya negara atau pemerintah membuat suatu
peraturan khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan Mahkamah
Konstitusi ini.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi ini hendaknya perlu disosiaisasikan dan
diberikan pemahaman mendalam terhadap masyarakat tentang makna
putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU/V111/2010, sehingga tidak terjadi
penyelewengan mapun penyalahgunaan putusan Mahkamah Konstitusi itu

dan akhirnyatidak adalagi problematika yang timbul.
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DAFTAR PERTANYAAN

Mengenaiudicial Review Pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang
hubungan keperdataan anak diluar Nikah pasca putMaakamah Konstitusi

No.46/PUU/VIII/2010.

(Untuk Anggota Hakim Pengadilan Agama)

1.

2.

Sejak kapan Putusan MK No0.46/PUU/VI111/2010 dibedk&n di PA Malang?
Apakah setiap hakim PA harus menggunakan Putusan MK

No0.46/PUU/VIII/2010 in, atau dapat disimpangi?

. Siapa saja yang dapat diklasifikasikan anak yanwksud dalam “anak

luar kawin” pada Putusan MK No.46/PUU/VI11/2010?

. Apakahjudicial review pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 itu berlaku

untuk anak luar kawin setelah berlakunya Putusan MK
No0.46/PUU/VI1II/2010, atau hanya berlaku untuk ahalt kawin sebelum

berlakunya putusan MK itu?

. Bagaimana pandangan para hakim, dalam mengartikabutigan perdata”

diluar dari Putusan MK No.46/PUU/VI1II/20107

. Bagaimana persepsi hakim, menganai “hubungan kafaend’ yang dimaksud

olehjudicial review pasal 43 ayat (1) pasca putusan MK



No0.46/PUU/VI1II/2010? Apa yang menjadi dasar pertamgpan dalam
mengungkapkan persepsinya?

Apakah hubungan perdata yang dimaksud dalaicial review pasal 43
ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, seketika melekat @akk diluar kawin,
atau apa harus ada penetapan dari hakim PA? Kafas hda penetapan
apa syaratnya?

. Apakah setelah mendapat putusan hakim PA bahwalaaakawin
tersebut memiliki “hubungan keperdataan” dengar d&yalogisnya,
maka anak tersebut dapat mengganti aktanya dengacamumkan
nama ayahnya? Bagaimana bentuk dari putusan hakidaRm
memutus permohonan Putusan MK No.46/PUU/VIII/2010?

. Bagaimana bila setelah ada Penetapan dari hakinay2d, biologis tidak

mau menjalankan kewajibannya dalam memberikan hak?a



s KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
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FAKULTASHUKUM

DAFTAR PERTANYAAN

Seputadudicial Review Pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang hudoung
keperdataan anak diluar nikah pasca berlakunysanotiMK
No0.46/PUU/VI1I/2010.

(Untuk Anggota Advokat)

10. Apakah bapak/Ibu pernah memberikan bantuan hukuokumasalah
perdata dalam hal keluarga? Khususnya dalam hal?

11. Apakah bapak/ibu mengetahui, mengenai putusan MK
No0.46/PUU/VI1II/2010 tentangudicial review pasal 43 ayat (1) UU
Perkawinan?

12. Bagaimana persepsi bapak/ibu mengenai “hubungaerdta@man” yang
dimaksud oleludicial review pasal 43 ayat (1) pasca putusan MK itu
bagaimana?

Isi darijudicial review pasal 43 ayat (1) itu “Anak yang dilahirkan didua
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan iay&eluarga
ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yapat dibuktikan
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi danéaabukti lain
menurut hukum mempunyai hubungan darah, termadukngan perdata

dengan keluarga ayahnya”.



13. Apa dasar pertimbangan bapak/ibu dalam mengemukskaepsinya
mengenajudicial review pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 19747

14. Bagaimana pandangan bapak/ibu, terhadap pengértibonngan perdata”
diluar putusan MK No.46/PUU/VIII/2010?

15. Siapa saja anak yang dapat diklasifikasikan dakamaK luar kawin” yang
dimaksud dalanjudicial review pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 19747

16. Apakah bapak/Ibu menyambut baik dengan lahidugicial review pasal

43 ayat (1) UU No.1 tahun 19747
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PUTUSAN
Nomor 46/PUU-VI11/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,

menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama

Tempat dan Tanggal Lahir

Alamat

2. Nama

Tempat dan Tanggal Lahir

Alamat

Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti

H. Mochtar Ibrahim

Ujung Pandang, 20 Maret 1970

Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW
002/008, Desa/Kelurahan Pondok
Betung, Kecamatan Pondok Aren,

Kabupaten Tangerang, Banten

Muhammad Igbal Ramadhan bin
Moerdiono

Jakarta, 5 Februari 1996

Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW
002/008, Desa/Kelurahan Pondok
Betung, Kecamatan Pondok Aren,

Kabupaten Tangerang, Banten.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VI11/2010 bertanggal 5 Agustus
2010, memberi kuasa kepada i) Rusdianto Matulatuwa; ii) Oktryan Makta; dan iii)
Miftachul 1.A.A., yaitu advokat pada Kantor Hukum Matulatuwa & Makta yang
beralamat di Wisma Nugra Santana 14" Floor, Suite 1416, Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai

para Pemohon;



[1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dari para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;
Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan
Rakyat;
Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan

bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 14 Juni
2010 Dberdasarkan Akta Penerimaan Berkas = Permohonan  Nomor
211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada Rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan
Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan
Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon
1. Bahwa Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia;

2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:
Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan demikian, Pemohon diklasifikasikan sebagai perorangan warga



negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya disebabkan
diperlakukan berbeda di muka hukum terhadap status hukum

perkawinannya oleh undang-undang;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat dua syarat yang
harus dipenuhi untuk permohonan uji materiil ini, yaitu apakah Pemohon
memiliki legal standing dalam perkara permohonan uji materiil undang-
undang ini? Syarat kesatu adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai
Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat
kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon

tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;

Bahwa telah dijelaskan terdahulu, Pemohon adalah warga negara
Indonesia yang merupakan “Perorangan Warga Negara Indonesia”,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya,
Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji
materiil ini;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang

menyatakan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sehingga oleh karenanya
pemikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sah dan hal itu
juga telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana tercantum
dalam amar Penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs.,

tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5, alinea ke-5 yang menyatakan:

"... Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung
pemikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H.
Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono,
dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang
saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan
Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal
(mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan
dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan gobul diucapkan oleh

laki-laki bernama Drs. Moerdiono;



6. Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.”

Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, maka hak-hak
konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin
oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

telah dirugikan;
Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan

melalui perkawinan yang sah.”

Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa Pemohon
yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak yang setara
dengan warga negara Indonesia lainnya dalam membentuk keluarga dan
melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama

di hadapan hukum;
Sedangkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak
Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama
di hadapan hukum.

Artinya, UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk
keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi, UU Perkawinan
berkata lain yang mengakibatkan Pemohon dirugikan  hak
konstitusionalnya. Secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan
perkawinan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya
masing-masing. Dalam hal ini, Pemohon telah melaksanakan
perkawinannya sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam,
serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh Islam.
Bagaimana mungkin norma agama diredusir oleh norma hukum sehingga
perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari diredusirnya norma
agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan Pemohon statusnya

menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi



anaknya di muka hukum menjadi tidak sah;
Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka anak Pemohon
hanya mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama
juga dianut dalam Islam. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika
norma hukum UU Perkawinan menyatakan seorang anak di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu
perkawinan menurut norma hukum. Begitupun dalam Islam, perkawinan
yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al-
Quran dan Sunnah, dalam hal ini, perkawinan Pemohon adalah sah dan
sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam.
Perkawinan Pemohon bukanlah karena perbuatan zina atau setidak-
tidaknya dianggap sebagai bentuk perzinahan. Begitu pula anaknya
adalah anak yang sah. Dalam pandangan Islam hal yang berbeda dan
sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam UU Perkawinan
adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan tidak terikat dalam
perkawinan maka nasib anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya.
Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin perkawinan yang sah
menurut norma agama, tetapi norma hukum meredusirnya menjadi tidak
sah?

Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka hak-hak
konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan
pengesahan atas pemikahannya serta status hukum anaknya yang
dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD
1945 telah dirugikan;

Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan

hukum.”

Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal



43 ayat (1) UU Perkawinan tidaklah senafas dan sejalan serta telah
merugikan hak konstitusional Pemohon sekaligus anaknya. Ditilik
berdasarkan kepentingan norma hukum jelas telah meredusir kepentingan
norma agama karena pada dasamya sesuatu yang oleh norma agama
dipandang telah sah dan patut menjadi berbeda dan tidak sah
berdasarkan pendekatan memaksa dari norma hukum. Akibat dari bentuk
pemaksa yang dimiliki norma hukum dalam UU Perkawinan adalah
hilangnya status hukum perkawinan Pemohon dan anaknya Pemohon.
Dengan kata lain, norma hukum telah melakukan pelanggaran terhadap

norma agama,

9. Bahwa sementara itu, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU
Perkawinan menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon
dan anaknya yang timbul berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2)
UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk
mendapatkan pengesahan terhadap pemikahan sekaligus status hukum
anaknya Pemohon. Sebagai sebuah peraturan perundang-undang, maka
Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mempunyai
kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. Sekalipun
sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup
fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yang diatur
Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,
sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon
sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Secara spesifik akan diuraikan
dalam uraian selanjutnya yang secara mutatis mutandis mohon dianggap

sebagai satu kesatuan argumentasi;

10. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut, jelas menunjukkan bahwa
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak

sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil undang-undang;

B. Alasan-Alasan Permohonan Uji Materiil UU Perkawinan

11. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan
merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU
Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat
(1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang

mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status
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13.

perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil

perkawinan;

Bahwa hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan
tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan
Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1)
dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak
konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status
hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon telah
dicederai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan. Norma hukum ini jelas
tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan
sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional
yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan
Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah
tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Norma hukum yang
mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan
sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah
menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang
dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam
UU Perkawinan. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum
dalam UU Perkawinan terhadap perkawinan Pemohon (norma agama). Hal
senada juga disampaikan oleh Van Kan: “Kalau pelaksanaan norma-norma
hukum tersebut tidak mungkin dilakukan, maka tata hukum akan
memaksakan hal lain, yang sedapat mungkin mendekati apa yang dituju
norma-norma hukum yang bersangkutan atau menghapus akibat-akibat
dari pelanggaran norma-norma hukum itu.” (Van Kan, Pengantar limu
Hukum (terjemahan dari Incleiding tot de Rechtswetenshap oleh Mr. Moh.
O. Masduki), PT. Pembangunan, Jkt, cet. lll, 1960, hal. 9-11.)

Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki
kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan
pengesahan atas pemikahan dan status hukum anaknya. Norma konstitusi
yang timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1)

adalah adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Tidak ada
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diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang
dikarenakan cara pernikahan yang ditempuhnya berbeda dan anak yang
dilahirkan dari pemikahan tersebut adalah sah di hadapan hukum serta
tidak diperlakukan berbeda. Tetapi, dalam praktiknya justru norma agama
telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa vyaitu norma hukum.
Perkawinan Pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan
norma agama Islam, menurut norma hukum menjadi tidak sah karena tidak
tercatat menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Akibatnya,
pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak
yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon menjadi anak di luar nikah
berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 43 ayat (1) UU
Perkawinan. Di sisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu
menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum
menjadi tidak jelas dan sah. Padahal, dalam UUD 1945 dinyatakan anak
terlantar saja, yang status orang-tuanya tidak jelas, dipelihara oleh negara.
Dan, hal yang berbeda diperlakukan terhadap anak Pemohon yang
dihasilkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan rukun nikah dan
norma agama justru dianggap tidak sah oleh UU Perkawinan. Konstitusi
Republik Indonesia tidak menghendaki sesuatu yang sudah sesuai dengan
norma agama justru dianggap melanggar hukum berdasarkan norma
hukum. Bukankah hal ini merupakan pelanggaran oleh norma hukum

terhadap norma agama,;

Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, maka
telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband)
antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan,
khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), yaitu yang berkaitan
dengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yang
dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Telah terjadi pelanggaran
atas hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik
Indonesia, karena Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan
tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal
28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan pemikahan Pemohon yang
telah dilakukan secara sah sesuai dengan agama yang dianut Pemohon

tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan pula anak
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hasil pemikahan Pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum pula;

Jelas hak konstitusional dari anak telah diatur dan diakui dalam Pasal 28B
ayat (2) UUD 1945. Kenyataannya sejak lahirnya anak Pemohon telah
mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihilangkannya asal-
usul dari anak Pemohon dengan hanya mencantumkan nama Pemohon
dalam Akta Kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak untuk
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya
mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan suami
dari Pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara,
mengasuh dan membiayai anak Pemohon. Tidak ada seorang anakpun
yang dilahirkan di muka bumi ini dipersalahkan dan diperlakukan
diskriminatif karena cara pemikahan yang ditempuh kedua orang tuanya
berbeda tetapi sah menurut ketentuan norma agama. Dan, anak tersebut
adalah anak yang sah secara hukum dan wajib diperlakukan sama di

hadapan hukum;

Kenyataannya maksud dan tujuan diundangkannya UU Perkawinan
berkaitan pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari sebuah
perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sebagai anak di luar
perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya. Kenyataan ini telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan
mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup di

masyarakat, sehingga merugikan Pemohon;

Kelahiran anak Pemohon ke dunia ini bukanlah suatu kehadiran yang
tanpa sebab, tetapi sebagai hasil hubungan kasih-sayang antara kedua
orang tuanya (Pemohon dan suaminya), namun akibat dari ketentuan
Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyebabkan suatu ketidakpastian
hukum hubungan antara anak dengan bapaknya. Hal tersebut telah
melanggar hak konstitusional anak untuk mengetahui asal-usulnya. Juga
menyebabkan beban psikis terhadap anak dikarenakan tidak adanya
pengakuan dari bapaknya atas kehadirannya di dunia. Tentu saja hal
tersebut akan menyebabkan kecemasan, ketakutan dan ketidaknyamanan

anak dalam pergaulannya di masyarakat;

Bahwa Pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial,

yaitu Pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan Pemohon serta



10

untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak. Hal
ini dikarenakan adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang
menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahan Pemohon
dan anak yang dihasilkan dari pemikahan tersebut. Akibatnya, Pemohon
tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir

dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak.

Tegasnya, UU Perkawinan tidak mencerminkan rasa keadilan di
masyarakat dan secara objektif-empiris telah memasung hak konstitusional
Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh
kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas, ketakutan, dan
diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum anaknya. Bukankah Van
Apeldoorn dalam bukunya Incleiding tot de Rechtswetenschap in
Nederland menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur
pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian.
Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan
melindungi kepentingan-kepentingan ~manusia yang tertentu yaitu
kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya
terhadap yang merugikannya. Kepentingan individu dan kepentingan
golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain.
Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan
pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum
untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara
kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus memperoleh
sedapat mungkin yang menjadi haknya (Van Apeldoorn, Pengantar limu
Hukum, terjemahan Incleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht
oleh Mr. Oetarid Sadino, Noordhoff-kalff N.V. Jkt. Cet. IV, 1958, hal. 13).

Norma konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945 salah satunya
mengandung tujuan hukum. Tujuan hukum dapat ditinjau dari teori etis
(etische theorie) yang menyatakan hukum hanya semata-mata bertujuan
mewujudkan keadilan. Kelemahannya adalah peraturan tidak mungkin
dibuat untuk mengatur setiap orang dan setiap kasus, tetapi dibuat untuk
umum, yang sifatnya abstrak dan hipotetis. Dan, kelemahan lainnya
adalah hukum tidak selalu mewujudkan keadilan. Di sisi lain, menurut teori

utilitis (utilities theorie), hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa
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yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan
sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kelemahannya
adalah hanya memperhatikan hal-hal umum, dan terlalu individualistis,
sehingga tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum. Teori
selanjutnya adalah campuran dari kedua teori tersebut yang dikemukakan
oleh para sarjana ini. Bellefroid menyatakan bahwa isi hukum harus
ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah. Utrecht
menyatakan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum
(rechtszekerheid) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua
tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna.
Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum
bertugas polisionil (politionele taak van het recht). Hukum menjaga agar
dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (eigenrichting).
Sedangkan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat tujuan hukum adalah
mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat (Riduan
Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, Pustaka Kartini, Cet. Pertama,
1991, hal. 23-26). Berdasarkan penjelasan tersebut, norma hukum yang
termaktub dalam UU Perkawinan telah melanggar hak konstitusional yang

seharusnya didapatkan oleh Pemohon;

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut, maka MK
berwenang untuk mengadili dan memutuskan Perkara Permohonan Uji
Materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap
Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut dan bukti-bukti terlampir

maka dengan ini Pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi agar berkenan

memberikan Putusan sebagai berikut:

1.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materili Pemohon untuk
seluruhnya;

Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan,
bertentangan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD
1945;

Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tidak

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan Putusan yang seadil-
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adilnya (ex aequo et bono);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Pemohon telah

mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan
Bukti P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor

46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs.

3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekomendasi Komisi Perlindungan Anak
Indonesia Nomor 230/KPAI/VI11/2007.

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Komisi
Perlindungan Anak Indonesia Nomor 07/KPAI/11/2007.

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 173/KH.M&M/K/X/2006 perihal
Somasi tertanggal 16 Oktober 2006.

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor 03/KH.M&M/K/I/2007 perihal
Undangan dan Klarifikasi tertanggal 12 Januari 2007.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan ahli, yaitu Dr. H.M. Nurul Irfan,
M.Ag., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan
keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 4 Mei 2011, yang pada pokoknya

sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah jelas mengakui bahwa perkawinan
adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya;

2. Namun keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan tiap-
tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,
mengakibatkan adanya dua pemahaman. Di satu sisi, perkawinan adalah sah
jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing; di sisi lain
perkawinan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat;

3. Dari perspektif hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah

memenuhi lima rukun, yaitu ijab gabul, calon mempelai pria, calon mempelai

wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita;
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Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tidak jelas, kabur, dan kontradiktif dengan
Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, serta berdampak pada pernikahan seseorang
yang telah memenuhi syarat dan rukun secara Islam tetapi karena tidak dicatat

di KUA maka pernikahannya menjadi tidak sah;

Karena perkawinan tersebut tidak sah, lebih lanjut Pasal 43 ayat (1) UU
Perkawinan mengatur bahwa anak dari perkawinan tersebut hanya memiliki
nasab dan hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibu. Pada akta

kelahirannya, anak tersebut akan ditulis sebagai anak dari ibu tanpa bapak;

Anak tersebut juga akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan
masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah
lainnya;

Keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi pada status anak di luar
nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya
adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, karena anak yang
seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi
akhirnya tidak terlindungi hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan

perkawinan yang tidak dicatat;

Dalam hukum Islam, anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung
beban dosa orang tuanya. Islam tidak mengenal konsep dosa turunan atau

pelimpahan dosa dari satu pihak ke pihak lainnya;

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam bersifat individu. Seseorang
tidak dapat menanggung beban dosa orang lain, apalagi bertanggung jawab
terhadap dosa orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran Surat al-
Isra’/17:15; Surat al-An’am/6:164; Surat Fatir/35:18; Surat az-Zumar/39:7; dan
Surat an-Najm/53:38;

Islam mengenal konsep anak zina yang hanya bernazab kepada ibu
kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan sah (yang telah
memenuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari perkawinan sah secara
Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bernasab

kepada kedua bapak dan ibunya;

Bahkan dalam Islam dilarang melakukan adopsi anak jika adopsi tersebut
memutus hubungan nasab antara anak dengan bapak. Jika anak yang akan

diadopsi tidak diketahui asal muasal dan bapak kandungnya, maka harus
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diakui sebagai saudara seagama atau aula/anak angkat; dan bukan dianggap

sebagai anak kandung;

Dalam figh, tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi
terdapat perintah dalam Al Quran Surat an-Nisa’ untuk menaati ulil amri (dalam

hal ini Undang-Undang sebagai produk ulil amri);

Dengan demikian, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan
bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28B ayat
(2), dan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945;

Jika Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengandung
madharat, tetapi menghapusnya juga menimbulkan madharat, maka dalam

kaidah hukum Islam, harus dipilih madharat-nya yang paling ringan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah

menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 9 Februari

2011, dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 18 Februari 2011 dan

diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2011, yang

menyatakan sebagai berikut.

|. Pokok Permohonan

Bahwa para Pemohon yang berkedudukan sebagai perorangan warga

negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (2)

dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang pada intinya sebagai berikut:

a.

Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat
(1) UU Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan
kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status
perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan

Pemohon I;

Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dicederai oleh norma hukum
dalam Undang-Undang Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan
merugikan karena perkawinan Pemohon | adalah sah dan sesuai dengan
rukun nikah dalam islam. Merujuk ke norma konstitusionai yang termaktub
dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon | yang
dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2

UU Perkawinan, akibatnya menjadi tidak sah menurut norma hukum.
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Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum
anak (Pemohon I1) yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon | menjadi anak
di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1)
Undang-Undang Perkawinan. Disisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah
barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di

muka hukum menjadi tidak jelas dan sah.

c. Singkatnya menurut Pemohon, ketentuan a quo telah menimbulkan perlakuan
yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang
bersifat diskrimintaif, karena itu menurut para Pemohon ketentuan a quo
dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2)
serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

II. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon

Berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon,
maka agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang
memiliki kedudukan hukum dalam permohonan Pengujian Undang-Undang
terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:
a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal
51 ayat (1) UU MK.

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang
dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;

c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat

berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan penguijian.

Jika memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon dalam
permohonan ini memiliki kualifikasi atau bertindak selaku perorangan warga negara
Indonesia, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah
dirugikan atas berlakunya Undang-Undang a quo atau anggapan kerugian tersebut

sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut.

Bahwa dari seluruh uraian permohonan para Pemohon, menurut Pemerintah
anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas yang terjadi
terhadap diri para Pemohon, bukanlah karena berlakunya dan/atau sebagai akibat
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut, karena pada
kenyataannya yang dialami oleh Pemohon | dalam melakukan perkawinan dengan
seorang laki-laki yang telah beristri tidak memenuhi prosedur, tata cara dan

persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal (2), Pasal (4), Pasal
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5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan serta PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan UU Perkawinan, oleh karenanya maka perkawinan Poligami yang

dilakukan oleh Pemohon tidak dapat dicatat.

Seandainya Perkawinan Pemohon | dilakukan sesuai dengan ketentuan
hukum yang terdapat dalam Undang-Undang a quo, maka Pemohon | tidak
akan mendapatkan hambatan dalam melakukan pencatatan perkawinan, dan
dijamin bahwa Pemohon | akan memperoleh status hukum perkawinan yang

sah dan mendapat hak status anak yang dilahirkannya.

Karena itu, Pemerintah melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
memohon kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah
benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk
diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang

dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah permasalahan
yang terjadi terhadap para Pemohon adalah tidak terkait dengan masalah
konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma Undang-Undang a quo
yang dimohonkan untuk diuji tersebut, akan tetapi berkaitan dengan
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
dilakukan secara sadar dan nalar yang sepatutnya dapat diketahui resiko

akibat hukumnya dikemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah adalah tepat
jika Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para

Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada
Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak dalam
Permohonan Pengujian Undang-Undang a quo, sebagaimana yang ditentukan
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan
Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan
Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).
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lll. Keterangan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan/argumentasi secara rinci
terhadap dalil-dalii maupun anggapan para Pemohon tersebut di atas, dapat

disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Secara umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Perkawinan adalah sebuah pranata untuk mengesahkan hubungan dua anak
manusia yang berbeda jenis kelamin sehingga menjadi pasangan suami istri.
Secara umum perkawinan dimaksudkan untuk membentuk sebuah kehidupan
keluarga yang lestari, utuh, harmonis, bahagia lahir dan batin. Karena itu
dengan sendirinya diperlukan kesesuaian dari kedua belah pihak yang akan
menyatu menjadi satu dalam sebuah unit terkecil dalam masyarakat, sehingga
latar belakang kehidupan kedua belah pihak menjadi penting, dan salah satu

latar belakang kehidupan itu adalah agama.

Agama menurut ahli sosiologi merupakan sesuatu yang sangat potensial untuk
menciptakan integrasi, tetapi di sisi lain sangat mudah sekali untuk memicu
konflik. Karenanya jika UU Perkawinan menganut aliran monotheism tidak
semata-semata karena mengikuti ajaran agama tertentu saja, Yyang
mengharamkan adanya perkawinan beda agama, melainkan juga karena
persamaan agama lebih menjanjikan terciptanya sebuah keluarga yang kekal,
harmonis, bahagia lahir dan batin, daripada menganut aliran heterotheism
(antar agama) yang sangat rentan terhadap terjadinya perpecahan, tidak

harmonis, tidak bahagia dan tidak sejahtera.

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga
negara yang harus dihormati (to respect), dilindungi (to protect) oleh setiap
orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam
Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28J ayat (1):
"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara’. Dengan demikian perlu disadari
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bahwa di dalam hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban
penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah
mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat
dilaksanakan sebebas-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi
pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru akan melanggar hak
konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya pengaturan
pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut. Pengaturan tersebut
sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan
bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam

suatu masyarakat demokratis”.

Meskipun pengaturan yang dituangkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945,
pada hakikatnya adalah mengurangi kebebasan, namun pengaturan tersebut
bertujuan dalam rangka kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat
luas, yakni agar pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu
hak konstitusional orang lain. Selain itu pengaturan pelaksanaan hak
konstitusional tersebut merupakan konsekuensi logis dari kewajiban negara
yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, "... untuk membentuk
Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia,
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa ...".

Artinya bahwa pembentukan Undang-Undang meskipun di dalamnya
mengandung norma atau materi yang dianggap membatasi hak konstitusional
seseorang, namun sesungguhnya hal tersebut merupakan bagian dari upaya
yang dilakukan oleh negara dalam rangka melindungi segenap bangsa
Indonesia, untuk memajukan ketertiban umum, kesejahteraan, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan lain sebagainya.

Sebagaimana halnya ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perwujudan pelaksanaan
hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya hak untuk

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, akan tetapi ketentuan a quo
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sekaligus memberi batasan terhadap pelaksanaan hak konstitusional yang
semata-mata bertujuan untuk melindungi warga negara untuk terciptanya
masyarakat adil makmur dan sejahtera, seperti yang dicita-citakan dalam
Pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya perkawinan adalah suatu lembaga
yang sangat menentukan terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan
sejahtera, maka keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat
itulah yang akan membentuk masyarakat bangsa Indonesia menjadi
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika keluarga yang terbentuk
adalah keluarga yang tidak harmonis, tidak bahagia, dan tidak sejahtera,
mustahil akan terbentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang

sejahtera.

Dengan demikian, maka UU Perkawinan telah sejalan dengan amanat
konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena UU
Perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan
menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi
undang-undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan
seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi

tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain.

Penjelasan Terhadap Materi Muatan Norma Yang Dimohonkan Untuk

Diuji Oleh Para Pemohon.

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang
menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan,
yaitu:

Pasal 2 yang menyatakan:

Ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku”
Pasal 43 yang menyatakan:

Ayat (1): “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan
dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1),
UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28B ayat (1): “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan
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melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Pasal 28B ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,
dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi”.

Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum”.

Terhadap anggapan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat

menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1.

Terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo dapat dijelaskan

sebagai berikut:

Bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan
ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu
saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat
mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan

spiritual dan material.

Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang a quo menyatakan bahwa
“suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu”; dan pada Pasal 2 ayat (2)
dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku”.

Bahwa menurut Undang-Undang a quo, sahnya perkawinan disandarkan

kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan

belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

a. tertib administrasi perkawinan;

b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami,
istri maupun anak; dan

c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang
timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte

kelahiran, dan lain-lain;
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Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang
menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah bertentangan dengan Pasal 28B
ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pencatatan
perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara
melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun
keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum

terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo memang tidak berdiri sendiri,
karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”
memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat
dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan
prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan
agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan
dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan
yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12
UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.

Bahwa benar UU Perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi tidak
berarti bahwa undang-undang ini melarang seorang suami untuk beristri lebih
dari seorang (poligami). Apabila dikehendaki, seorang suami dapat melakukan
poligami dengan istri kedua dan seterusnya, akan tetapi hal tersebut hanya
dapat dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan
prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang a quo khususnya
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 serta PP
Nomor 9 Tahun 1975.

Apabila suatu perkawinan poligami tidak memenuhi ketentuan Undang-
Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di
Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, dengan segala akibat
hukumnya antara lain: tidak mempunyal status perkawinan yang sah, dan

tidak mempunyal status hak waris bagi suami, istri, dan anak-anaknya.

Bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan poligami
yang diatur dalam UU Perkawinan berlaku untuk setiap warga negara
Indonesia dan tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap orang

atau golongan tertentu termasuk terhadap para Pemohon. Di samping itu
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ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang
dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dari uraian tersebut di atas, tergambar dengan jelas dan tegas bahwa
pencatatan perkawinan baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan
Sipil menurut Pemerintah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas
keberlakuan materi muatan norma yang dimohonkan pengujian oleh para

Pemohon.

Dengan demikian maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut tidak
bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945.

Terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat

dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: “Anak yang dilahirkan
diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya”, menurut Pemerintah Dbertujuan untuk memberikan
perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara
anak dan ibunya serta keluarga ibunya, karena suatu perkawinan yang tidak
dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak ada,
sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak dicatat menurut
Undang-Undang a quo dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar
perkawinan yang sah. Ketentuan dalam pasal ini merupakan konsekuensi
logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan
yang sah atau sebaliknya yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang a quo,
karenanya menjadi tidak logis apabila undang-undang memastikan hubungan
hukum seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, memiliki hubungan
hukum sebagai anak dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu

perkawinan yang sabh.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang a quo justru bertujuan untuk memberikan
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perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara

anak dan ibunya serta keluarga ibunya.

Oleh karena itu menurut Pemerintah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang
Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat
(2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kaena apabila perkawinan tersebut
dilakukan secara sah maka hak-hak para Pemohon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
dapat dipenuhi.

Lebih lanjut Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para
Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah
memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap
Pemohon, karena pembatasan yang demikian telah sejalan dengan ketentuan
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan hak
dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan perimbangan moral, nilai-nilai

agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43
ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1)
dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada
Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, dapat
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal
standing);

2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat
diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;

Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan
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tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945;
Namun demikian apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon

putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan

Rakyat memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011 dan
menyampaikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

pada tanggal 24 Februari 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

Keterangan DPR RI

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan
a quo, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan
mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut:

|. Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur
dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa
“Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam Undang-Undang;
badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.”

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51
ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan
“hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1)
ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD

1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat

diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam
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permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih

dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan aquo sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam
“Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya
Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah
memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul
karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide
Putusan Perkara Nomor 006/PUU-111/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007)
yaitu sebagai berikut:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;

b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut
dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang
diuji;

c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang
dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat
potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau
tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam
perkara pengujian Undang-Undang a quo, maka para Pemohon tidak memiliki

kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon a quo, DPR berpandangan bahwa
para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para
Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk

diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak
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dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya

ketentuan yang dimohonkan untuk diuiji.

Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, DPR menyerahkan
sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk
mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan
hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1)
Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor
011/PUU-V/2007.

Il. Pengujian UU Perkawinan terhadap UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya ketentuan
Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah menghalang-halangi
pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak dalam perkawinan, dan
kepastian hukum atas status perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28B
ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan. DPR

menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa perlu dipahami oleh para Pemohon, bahwa untuk memahami UU
Perkawinan terkait dengan ketentuan Pasal Undang-Undang a quo yang
dimohonkan penguijian, dipandang perlu untuk memahami dahulu pengertian
dari Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
Ketentuan ini mengandung makna bahwa perkawinan sebagai ikatan antara
seorang pria dan seorang wanita berhubungan erat dengan
agama/kerohanian. Jika dilihat dari pengertiannya maka setiap perkawinan
yang dilakukan berdasarkan agama adalah sah. Namun jika dikaitkan dengan
tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera
serta keturunan, maka akibat dari perkawinan memunculkan hak dan
kewajiban keperdataan.

2. Bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul
dari akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan

pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan,
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namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan
perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan
(suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan
administrasi  kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan
kewajibannya. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu
kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat
mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan
kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan
perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat
dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki
kewenangan. Bahwa tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:

a. untuk tertib administrasi perkawinan;

b. jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran,
membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain);
memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;

d. memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak;

e. memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh

adanya perkawinan;

Bahwa atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU
Perkawinan yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku” merupakan norma yang mengandung
legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan
dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk
memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap
perkawinan. Dengan demikian DPR berpendapat bahwa dalil Pemohon yang
menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan telah menimbulkan

ketidakpastian hukum adalah anggapan yang keliru dan tidak berdasar.

Bahwa terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa para
Pemohon tidak dapat melakukan pencatatan perkawinannya karena UU
Perkawinan pada prinsipnya berasaskan monogami sehingga menghalang-
halangi para Pemohon untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1)
UUD 1945, DPR merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor
12/PUU-V/2007 dalam pertimbangan hukum halaman 97-98 menyebutkan:
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Bahwa Pasal-Pasal yang tercantum dalam UU Perkawinan yang memuat
alasan, syarat, dan prosedur poligami sesungguhnya semata-mata sebagai
upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak istri dan calon istri yang
menjadi kewajiban suami yang akan berpoligami dalam rangka mewujudkan
tujuan perkawinan. Oleh karena itu penjabaran persyaratan poligami tidak
bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Dengan demikian alasan para Pemohon tidak dapat mencatatkan
perkawinannya karena UU Perkawinan pada prinsipnnya berasas monogami
adalah sangat tidak berdasar. Pemohon tidak dapat mencatatkan
perkawinannya karena tidak dapat memenuhi persyaratan poligami
sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu sesungguhnya
persoalan para Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma melainkan

persoalan penerapan hukum yang tidak dipenuhi oleh para Pemohon.

Bahwa oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa perkawinan yang tidak
dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat
diartikan sebagai peristiva perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil,
sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari
akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat

sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa selain itu, perlu disampaikan bahwa anak yang lahir dari perkawinan
yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dapat berimplikasi terhadap pembuktian hubungan keperdataan anak dengan
ayahnya. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat
tersebut, tentu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan

keluarga ibunya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut DPR justru dengan
berlakunya ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan akan menjamin
terwujudnya tujuan perkawinan, serta memberikan perlindungan dan kepastian
hukum terhadap status keperdataan anak dan hubungannya dengan ibu serta
keluarga ibunya. Apabila ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan ini
dibatalkan justru akan berimplikasi terhadap kepastian hukum atas status
keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Dengan

demikian ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan
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dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya
Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat memberikan amar
putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan a quo ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
permohonan a quo tidak dapat diterima;

2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;

3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1)
dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

4. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tetap

memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis

bertanggal 11 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11
Mei 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala

sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara
persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk

menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019,
selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
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[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan
mempertimbangkan:

a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;

b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan

permohonan a quo;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,
selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu
kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap

Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguiji

konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 terhadap
UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh

karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta

Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang
terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu

Undang-Undang, yaitu:
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perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);

kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam Undang-Undang;

badan hukum publik atau privat; atau

lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD

1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

a.

kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat
(1) UU MK;

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD
1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan

pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-

putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi

lima syarat, yaitu:

a.

adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD 1945;

hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;

adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud
dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka

kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
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[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada

paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan
mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan

a quo sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai

perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang
diatur dalam UUD 1945 yaitu:

Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak membentuk keluarga

dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”;

Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan
hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi”, dan

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

di hadapan hukum?”;

Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 2
ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974;

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh

para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut
Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga
para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk

mengajukan permohonan a quo;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili

permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal

standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian

konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, “Tiap-tiap
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perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan
Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

ibunya”, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak;

[3.12] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan

perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna
hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut,
Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-

prinsip perkawinan menyatakan,

“... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di
samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan
adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwva penting
dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang
dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat
dalam daftar pencatatan”.

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan
perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan;
dan (i) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang
ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai.
Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-

undangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut,
menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif
negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan
jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia
yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan
sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28l ayat (4) dan
ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai
pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan

ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang
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dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2)
UUD 1945].

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan
agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang
dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang
sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna
dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara
terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan
dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti
otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat
terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian
yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti
pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur
bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka
mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang.
Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan

dengan adanya akta otentik sebagai buktinya;

[3.13] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang

dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning)
frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam
perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu

permasalahan tentang sahnya anak.

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya
pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus)
maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang
menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil
manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena
hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan
perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika

hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang
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menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung
jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan
hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala
berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan

bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului
dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki,
adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara

bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai
bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat
juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan
laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal
prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan
perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang
dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena
kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan
status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di
tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian
hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang
ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan

perkawinannya masih dipersengketakan;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43

ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus
dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang
dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti
lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata
dengan keluarga ayahnya”;

[3.15] Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka

dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak
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beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang
menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan
dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yakni
inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan
perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan
teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah

sebagai ayahnya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di
atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,
Menyatakan:

= Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
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= Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak
yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan
hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata
mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

= Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak
yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang
dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat
bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai
ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai
hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

= Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

= Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap
Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi,
Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-
masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari,
tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah
Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan
Februari, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh.
Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida
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Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil
Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan
didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.
Achmad Sodiki Maria Farida Indrati
ttd. ttd.
Harjono Ahmad Fadlil Sumadi
ttd. ttd.
Anwar Usman Hamdan Zoelva
ttd. ttd.
M. Akil Mochtar Muhammad Alim

6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION)

Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki
alasan berbeda (concurring opinion), sebagai berikut:

[6.1] Perkawinan menurut Pasal 1 UU 1/1974 adalah “... ikatan lahir bathin

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
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membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”; sedangkan mengenai syarat sahnya perkawinan
Pasal 2 UU 1/1974 menyatakan bahwa: ayat (1) “Perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
Sementara ayat (2) menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku”.

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan
Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat
(2) Undang-Undang a quo tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara
administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang
telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah
pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang

dilakukan.

Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-
undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan
bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2
ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya
menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga
dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa
perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi

berwenang atau pegawai pencatat nikah.

Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif
yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka
hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi
penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata “perkawinan”
dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang a quo juga akan dimaknai sebagai
perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang
lima.

Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan
dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu
tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri,

suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena
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pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya
kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh

otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa.

[6.2] Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada

pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari
inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh
pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut.
Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari
penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara
sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan
rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud.
Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena
kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya,

adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh.

Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita
dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan
setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi,
wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak
bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan
anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan
syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat
dihindari dan ditolak.

Negara mengatur (mengundangkan) syarat-syarat perkawinan sebagai upaya
positivisasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum perkawinan.
Syarat-syarat perkawinan yang dirumuskan oleh negara, yang pemenuhannya
menjadi syarat pencatatan nikah sekaligus syarat terbitnya Akta Nikah, dapat
ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan dan
administrasi kependudukan. Saya berharap adanya upaya sinkronisasi peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan dengan

konstruksi hukum negara mengenai perkawinan dan administrasi kependudukan.
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Saya berharap adanya upaya sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan

kepercayaannya dan masalah yang menyangkut administrasi kependudukan.

[6.3] Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, hukum tidak selalu

dapat dilaksanakan sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. Pada
kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat perkawinan-perkawinan yang
mengabaikan UU 1/1974, dan hanya menyandarkan pada syarat perkawinan
menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu. Terhadap perkawinan secara
hukum agama atau kepercayaan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974
yang tentunya juga tidak dicatatkan, negara akan mengalami kesulitan dalam
memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak wanita sebagai istri

dan hak-hak anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan,
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku”, adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal
28D ayat (1) UUD 1945. Saya menilai, Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak
bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 karena Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang a quo yang mensyaratkan pencatatan, meskipun faktanya
menambah persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, namun ketiadaannya
tidak menghalangi adanya pernikahan itu sendiri. Kenyataan ini dapat terlihat
adanya pelaksanaan program/kegiatan perkawinan massal dari sejumlah

pasangan yang telah lama melaksanakan perkawinan tetapi tidak dicatatkan.

Selain itu hak anak yang dilindungi oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945, tidak dirugikan oleh adanya Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang
mensyaratkan pencatatan perkawinan. Perlindungan terhadap hak anak
sebagaimana diatur oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,
justru akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan sehingga
dengan mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yang memiliki kewajiban
terhadap anak dimaksud. Pencatatan perkawinan adalah dimensi sosial yang
dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu

peristiwa hukum seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan kematian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut saya tidak ada kerugian

konstitusional yang dialami para Pemohon sebagai akibat keberadaan Pasal 2
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ayat (2) UU 1/1974, walaupun jika pencatatan ditafsirkan sebagai syarat mutlak
bagi sahnya perkawinan, pasal a quo potensial merugikan hak konstitusional

Pemohon I.

[6.4] Harus diakui bahwa praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya

pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan
keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau secara utuh
berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan hubungan
keperdataannya kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum ini diatur dan
secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak bertentangan dengan cita-

cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai implikasi pluralisme hukum, memang tidak dapat dihindari terjadinya
friksi-friksi, baik yang sederhana maupun yang kompleks, terkait praktek-praktek
hukum nasional, hukum agama, maupun hukum adat dimaksud. Dengan
semangat menghindarkan adanya friksi-friksi dan efek negatif dari friksi-friksi
dimaksud, negara menghadirkan hukum nasional (peraturan perundang-
undangan) yang berusaha menjadi payung bagi pluralisme hukum. Tidak dapat
dihindarkan jika upaya membuat sebuah payung yang mengayomi pluralisme
hukum, di satu sisi harus menyelaraskan tafsir bagi pelaksanaan hukum agama
maupun hukum adat. Praktek pembatasan semacam ini mendapatkan
pembenarannya dalam paham konstitusionalisme, yang bahkan Pasal 28J ayat (2)
UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa, “Dalam menjalankan hak dan
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan
serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenubhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Dalam kenyataannya, di Indonesia masih banyak terdapat perkawinan yang hanya
mendasarkan pada hukum agama atau kepercayaan, yaitu berpegang pada
syarat-syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama atau kepercayaan
tertentu tanpa melakukan pencatatan perkawinan sebagai bentuk jaminan
kepastian hukum dari negara atas akibat dari suatu perkawinan. Kenyataan ini
dalam prakteknya dapat merugikan wanita, sebagai istri, dan anak-anak yang lahir

dari perkawinan tersebut. Terkait dengan perlindungan terhadap wanita dan anak-
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anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan kerugian akibat
perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 dari sisi subjek hukumnya,
yaitu (i) akibat bagi wanita atau istri; dan (ii) akibat bagi anak-anak yang lahir dari

perkawinan dimaksud.

[6.5] Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat

dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau
kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat privat,
yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya; sedangkan norma hukum,
dalam hal ini UU 1/1974, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai
perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat

dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah).

Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974, bagi
wanita (istri) sangat beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah
kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. Di sinilah titik krusial UU 1/1974
terutama pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam konteks sistem
hukum perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak
dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan
jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU 1/1974, yang salah
satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU 1/1974).
Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan,
negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta
gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena
untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu

adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya.

[6.6] Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 juga memiliki

potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi
kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan
bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat
dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak
dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang masih

berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga
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selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu
suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak
dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak
memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif,
misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi
anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah
dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari perspektif
peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena
sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak

bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif.

Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU
1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Keberadaan
Pasal a quo menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan
keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari
perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan
menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut
menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang
tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum
agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut
menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau
yang dikenal dengan istilah “dosa turunan”. Dengan kata lain, potensi kerugian
akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan
risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko
yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.
Dengan demikian, menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari
suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut
hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua

orang tua biologisnya.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo
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